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DWI JAYANTI LUKMAN, Nomor Pokok E 121 11 605. Program Studi Ilmu 
Pemerintahan (Program Kerjasama FISIP UNHAS – BADIKLAT 
Depdagri), Jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
menyusun skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Perparkiran di 
Kota Makassar” di bawah bimbingan Dr. Hj. Nurlinah, M.Si dan A. 
Murfhy, S.Sos, M.Si.s 
Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan 
tentang pelaksanaan dari pada perparkiran di tepi jalan umum di wilayah 
Kota Makassar. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi masukan 
bagi Pemerintah Kota Makassar dalam rangka menciptakan sistem 
pelayanan perparkiran yang nyaman bagi masyarakat. Dari segi 
akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
perkembangan ilmu pemerintahan. 
Penelitian ini berlokasi di wilayah Kota Makassar. Tipe yang 
digunakan adalah deskriptif. Sebagaimana prosedur perolehan data 
penelitian kualitatif, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. 
Hasil-hasil penelitian yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti 
dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data yang sesuai dengan hal-hal 
pokok pada fokus penelitian dan mengkerucut pada permasalahan utama 
yang ingin dijawab pada penelitian ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka Implementasi 
Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar tidak dapat terlaksana sesuai 
ketentuan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota 
Makassar. Terjadi ketimpangan antara isi kebijakan dengan pelaksanaan 
di lapangan dan masih banyak terdapat juru-juru parkir liar dikarenakan 
oleh beberapa aspek yang mempengaruhi. Selain itu masih kurang 
sumberdaya sebagai pihak pelaksana kebijakan dengan sarana dan 
prasarana yang kurang memadai  serta sikap dari pada implementor. Hal 
inilah yang menyebabkkan kepuasan masyarakat masih terbilang rendah 







DWI JAYANTI LUKMAN, Number of the E 121 11 605. Study Program 
Government Science  (Cooperation program FISIP UNHAS – BADIKLAT 
Depdagri), Department of Government Science, Faculty of Social and 
Political Sciences, writing thesis entitle "Implementation of the parking 
policy in Makassar" under the guidance of Dr. Hj. Nurlinah, M.Si and   
A. Murfhy, S. Sos, M.Si 
This study aims to provide an overview and explanation of the 
implementation of the common roadside parking in the city of Makassar. 
The results of this study are expected to be input for the future 
Government of Makassar in order to create a comfortable parking service 
system for the community. Academic terms, the results of this study are 
expected to be useful for the development of government. 
This study is located in the city of Makassar. The type used is descriptive. 
As qualitative research data acquisition procedure, the data obtained from 
interviews, observations, and archival. The results of the study were 
considered to be relevant to the problem under study were analyzed 
qualitatively through data reduction according to the subject matter of the 
research and deviate focus on the main issues to be answered in this 
study. 
 
The results showed that in the framework of implementation of 
parking policy in Makassar can not be implemented in accordance with the 
Local Rules of Makassar No. 17 of 2006 on the Management of Public 
Roads Bank Parking in the area is the city of Makassar . Imbalance occurs 
between the contents of the implementation of policy in the field and there 
are still many illegal parking attendants interpreter due to several aspects 
that affect . In addition there are less resources as the implementers of the 
infrastructure is inadequate , and the attitude of the implementor . This 
makes community satisfaction remains low against the waiter parking in 
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1.1. Latar Belakang 
Makassar dalam sejarahnya telah menjadi bagian dari masyarakat 
dunia. Demikian halnya saat ini dan kecenderungan ke depan akan tetap 
menjadi bagian dari masyarakat dunia yang tengah memasuki era 
globalisasi yang ditandai dengan tingkat kompetisi yang semakin ketat 
pada satu sisi, namun memberi peluang  terjadinya sinergitas antar 
daerah pada sisi yang lain. 
Bersamaan dengan globalisasi tersebut kecenderungan lain yang 
dihadapi adalah semangat otonomi daerah sebagai konsekuensi 
perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Di 
era desentralisasi dewasa ini, tentunya Pemerintah Daerah lebih dituntut 
untuk merespon setiap permasalahannya. Kebijakan yang muncul harus 
sesuai dengan konteks sosial daerahnya tersebut. Munculnya UU No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pelbagai kewenangan 
serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) 
dengan lebih nyata. Kecenderungan yang demikian ini memberi peluang 
bagi pengembangan potensi masing-masing daerah,    interkoneksitas 
antar daerah, dan sekaligus dapat menciptakan persaingan antar daerah. 
Bagi Kota Makassar, dua kecenderungan di atas dapat mendorong 
pengembangan dan pemanfaatan potensi kota karena memiliki potensi 
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sumber daya manusia, khususnya yang strategis dan ketersediaan 
berbagai infrastruktur kota. Namun demikian, juga dapat menciptakan 
beban karena dalam kenyataannya Makassar juga dihadapkan pada 
masalah perkotaan yang cukup kompleks. Diantara masalah tersebut 
yang cukup mendasar adalah; kualitas manusia yang masih relatif 
terbatas, potensi ekonomi yang belum berkembang secara optimal, 
kualitas dan ketersediaan infrastruktur kota yang masih terbatas 
dibandingkan dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta tuntutan atas 
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). 
Otonomi daerah merupakan sebuah awal dalam hal peningkatan 
kualitas kehidupan masyarakat sekaligus ditujukan untuk peningkatan 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.Otonomi daerah menurut 
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dalam 
Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 adalah kewenangan daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 
perundang-undangan sehingga pemerintah daerah harus mampu 
melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh 
pemerintah pusat.Tujuan utama otonomi daerah adalah tercapainya 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dengan 
landasan demokrasi yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat, 
pemerataan dan keadilan, memperhatikan keanekaragaman sosial, 
ekonomi, dan budaya. 
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Makassar adalah kota yang menempati peringkat kelima wilayah 
terbesar dan terpadat di Indonesia dan pada saat ini tingkatpendapatan 
perkapita penduduknya semakin tinggi. Berdasarkan  letak 
wilayahnya,Makassar berpotensi sebagai kota bisnis dan perdagangan. 
Makassar terkenal sebagai salah satu tujuan kota wisata dan pendidikan 
di Indonesia bagian timur sehingga banyak orang datang untuk 
bersekolah dan mencari pekerjaan di kota Makassar. Kota ini semakin 
padat dan ramai oleh kendaraan yang berlalulalang dijalanan, akibat dari 
keramaian ini lalu lintas di kota ini sangat macet. Kondisi ini diperparah 
dengan rendahnya kesadaran masyarakat yang memarkir kendaraannya 
di atas bahu jalan. 
Perkembangan Makassar dari tahun ke tahun semakin 
memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini 
berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di Makassar yang makin 
meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan 
untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan 
serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lainmaka meningkat 
pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruangparkir. Kendaraan tidak 
selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan 
tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tidak 
seimbangnya pertambahan ruas jalan dengan pertambahan volume 
kendaraan dan  menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat 
perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir 
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yang presentatif, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir. 
Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan 
badan jalan sebagai tempat parkir. Banyaknya bangunan yang besar 
menghiasi kota ini sehingga lahan semakin sedikit untuk keperluan sarana 
publik. Kondisi inilah yang membuat pemerintah kota harus berinisiatif 
untuk mengatur sistem transportasi yang lebih baik di Makassar sehingga 
kota ini dapat berkembang menjadi kota metropolis yang ramah 
lingkungan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan 
yaitu volume kendaraan yang ada di Makassar ini sudah melebihi 
kapasitas ruas jalan yang ada, kemudian  ditambah lagi dengan prilaku 
pengguna jalan raya yang tidak disiplin dan tidak beretika.  
Pada saat ini fasilitas pelayanan parkir serta perlengkapan bongkar 
muat merupakan persoalan  yang sering terjadi di kota-kota besar di 
Indonesia khususnya di Kota Makassar. Hal ini disebabkan karena 
sulitnya memperoleh ruang-ruang parkir khususnya di kawasan pusat-
pusat perbelanjaan dan perkantoran. Problem parkir yang dominan 
anatara lain disebabkan oleh terbatasnya lahan yang tersedia dan harga 
tanah yang tinggi. Juga akibat tidak seimbangnya perbandingan antara 
jumlah kendaraan yang harus ditampung dengan fasilitas parkir yang ada. 
Sehingga akibatnya adalah lokasi-lokasi parkir kendaraan akan meluber 
sampai sepanjang jalan di pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran 




Peraturan daerah yang mengatur parkir di tepi jalan umum adalah 
peraturan daerah kota Makassar No 17 tahun 2006 tentang pengelolaan 
parkir tepi jalan umum. Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan kebijakan 
pengelolaan parkir tepi jalan umum secara lebih berdaya guna dan 
berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
kota Makassar. Dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan parkir 
tersebut dalam peraturan daerah kota Makassar. Dalam peraturan daerah 
No 17 tahun 2006, pasal 1 menyatakan bahwa parkir adalah 
memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor ditepi jalan 
umum yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan, sedangkan 
tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum yang telah 
ditetapkan oleh Walikota Makassar sebagai tempat parkir. Secara hukum 
dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan 
umumnya diperbolehkan Parkir tepi jalan umum adalah menempati 
pelataran parkir tertentu di luar badan jalan, baik itu di bangunan khusus 
parkir ataupun di halaman terbuka. 
Fenomena Kota Makassar seringkali kita menemui juru parkir liar 
yang beroperasi di Makassar yang belum tentu berguna dalam hal 
membantu memarkir kendaraan padahal SK Walikota nomor 935 tahun 
2006 tentang sistem perparkiran tepi jalan umum tidak mengharuskan juru 
parkir liar, namun para juru parkir liar tetap saja marak dan belum diberi 
tindakan oleh pihak PD Parkir Makassar. Yang menggelikan adalah para 
pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktek-
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praktek parkir liar dengan memberikan uang kepada mereka.Mungkin saja 
ini pengaruh rasa takut terhadap juru parkir tersebut. Jika demikian 
halnya, maka apa bedanya dengan pemalakan terhadap pemilik 
kendaraan. Lagi-lagi tugas dan tanggung jawab PD Pakir Makassar dan 
pihak yang berwajib dipertanyakan. 
Dalam hal wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum 
didelegasikan Walikota kepada Direksi. Direksi adalah Direksi Perusahaan 
Daerah Parkir Makassar Raya kota Makassar. Adapun perusahaan 
daerah adalah Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya kota Makassar 
yang merupakan perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah kota 
Makassar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk 
mengelola perparkiran di wilayah kota Makassar. Tujuan utama dari 
pendirian PD. Parkir Makassar Raya adalah untuk meningkatkan 
efektifitas dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat 
serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor 
retribusi parkir.Retribusi parkir memberikan pengaruh dalam 
meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah. 
Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang bersumber dari masyarakat dimana pengelolaannya dilakukan 
oleh Perusahaan Daerah Parkir kota Makassar. Selama ini pungutan 
daerah baik berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009. 
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Pembayaran yang tinggi juga belum diimbangi dengan pelayanan 
yang memuaskan, tanggung jawab mengenai kerusakan dan kehilangan 
masih saja menjadi beban bagi para pemilik kendaraan sehingga fungsi 
dan tanggung jawab dari pemerintah yang mengurusi masalah parkir 
dipertanyakan.Terdapat oknum juru parkir tidak resmi yang tidak 
menggunakan karcis resmi dan tidak berseragam serta memiliki atribut 
dan tidak mengikuti pembinaan juga turut memanfaatkan tepi jalan 
dibeberapatempat-tempat keramaian tanpapernah memperhatikan aturan 
yang telah dibuat oleh pemerintah untuk daerah-daerah yang memang 
menjadi tempat umum. Jika kita menilai secara subjektif, tidak mungkin hal 
tersebut dapat tumbuh dan bertahan subur, jika tidak ada orang dari pihak 
berwenang yang memberikan kebebasan bagi para juru parkir tersebut. 
Sistem bagi hasil atau ada uang setoran kepada pihak-pihak tertentu yang 
seharusnya hal tersebut masuk ke kas daerah. Dalam mengoptimalkan 
PendapatanAsli Daerah (PAD), pemerintah kota Makassar dalam hal ini 
Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya diharapakan mampu 
memberikankontribusi dari sektor retribusi parkir. Tugas pokok PD. Parkir 
Makassar Raya adalah merencanakan, merumuskan, membina, 
mengendalikan, mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir, serta 
mengkoordinir kebijakan di bidang perparkirkan. 
Berdasarkan  pemaparan diatas dapat digambarkan bahwa tidak 
terealisasinya dengan maksimal kebijakan pemerintah kota Makassar 
terhadap pengelolaan parkir, maka calon peneliti menganggap perlu untuk 
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mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut. 
Berdasarkan pemaparan diatas,penulis menganggap penting dan tertarik 
untuk menjadi bahan penelitian bagaimana kebijakan tersebut 
diimplementasikan di tengah masyarakat sehingga mendorong penulis 
memilih judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPARKIRAN DI KOTA 
MAKASSAR”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat 
ditetapkan suatu masalah pokok, yaitu : 
1. Bagaimanakah pelaksanaan peraturan daerah No 17 tahun 2006 
tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam Daerah Kota 
Makassar?   
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam pelaksanaan 
kebijakan perparkiran di Kota Makassar?  
 
1.3. Tujuan Penelitian 
  Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah 
yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 
1. Mengetahui implementasi pelaksanaan peraturan daerah No 17 
tahun 2006di kota Makakssar. 
2. Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi 
kebijakan perparkiran di kota Makassar. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini 
diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :  
a. Untuk mengetahui sekaligus mengevaluasi dari hasil implementasi 
pelaksanaan kebijakan peraturan daerah No. 17 Tahun 2006 
tentangpengelolaan parkir tepi jalan umum di kota Makassar. 
b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang 
mempengaruhi dalam implementasi kebijakan perparkiran di Kota 
Makassar. 
c. Untuk mengetahui seberapa besar efektifitas yang di timbulkan 
oleh implementasi kebijakan peraturan daerah No. 17 Tahun 2006 
tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Makassar. 
d. Bagi instansi terkait dan Masyarakat: 
Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak 
pemerintah kota Makassar agar kedepannya lebih baik dalam 












2.1      Pengertian Kebijakan 
 Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar 
kebijakan yang bersifat luas. Menurut  Anderson (1979) kebijakan adalah 
serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti 
dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (a 
purposive corse of problem or matter of concern). Carl J Federick 
sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008: 7) mendefinisikan kebijakan 
sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, 
kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana 
terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-
kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam 
rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa 
ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan 
merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena 
bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya 
dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada 
suatu masalah. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian 
baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh 




 Pemahaman tentang kebijakan yang menekankan kepada tindakan 
yang dilakukan dalam rangka mengatur kehidupan bersama atau 
kehidupan publik. Pengertian kebijakan atau policy di atas dapat 
digunakan sebagai dasar pemahaman kebijakan publik. Suatu kebijakan 
dapat disebut sebagai kebijakan publik jika memiliki 4 (empat) unsur, 
(dalam buku studi tentang kebijakan publik Dr.H. Faried Ali SH, MS) yaitu:  
1. Adanya pernyataan kehendak. Berarti ada keinginan atau sejumlah 
kemauan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 
2. Pernyataan didasarkan pada otoritas. Berarti ada kewenangan yang 
dimiliki atau yang melekat pada diri seseorang pemegang atau pemilik 
kewenangan dan atau pada kesatuan sistem seperti lembaga atau 
organisasi, terlepas dari mana kewenangan diperoleh, apakah lewat 
penunjukan dan pengangkatan atau melalui suatu proses 
demokratisasi yang berlangsung. 
3. Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu 
melakukan pemaksaan kehendak. Ini berarti, bahwa untuk mencapai 
kehendak yang diinginkan oleh otoritas diperlukan kegiatan 
pengaturan dalam artian yang seluas-luasnya. Pengaturan yang 
dilakukan melalui kegiatan administrasi, melalui kegiatan pengelolaan 
(manajemen), dan melalui penuangan kehendak lewat aturan 
perundangan yang berlaku. Kesemuanya diarahkan pada terciptanya 
ketertiban dalam kehidupan organisasi. 
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4. Adanya tujaan yang dikehendaki. Ini berarti mengandung arti yang 
luas, dapat saja tujuan dalam konteks ruang dan waktu capaian, dapat 
saja tujuan dalam konteks situasi dan keadaan seperti upaya 
peredaman konflik atau penciptaan kesepakatan dalam kehidupan 
kebersamaan dengan mempertimbangkan peran dan status.   
Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan 
sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan 
para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab 
(2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : 
a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan 
b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari 
administrasi 
c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan 
d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan 
e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai 
f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit 
maupun implisit 
g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang 
waktu 
h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar 
organisasi dan yang bersifat intra organisasi 




j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. 
Kelahiran sebuah kebijakan dalam sistem pemerintahan, bukanlah 
sesuatu yang hadir begitu saja. Dalam perumusannya,  kebijakan 
merupakan proses yang melibatkan berbagai elemen dalam struktur 
maupun dari lingkungan luarnya. Faktor-faktor ini menjadi perhatian 
penting dalam perumusan kebijakan khususnya implementasi sampai 
pada proses evaluasinya. 
 Kejelasan dalam definisi kebijakan, lebih jauh dapat dicermati dari 
pandangan para ahli. 
 Para ahli seperti, Bridgman dan Davis (2005) mendefenisikan 
kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk 
dilakukan dan tidak dilakukan. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan 
(1971) mendefenisikan kebijakan publik sebagai program yang diproyeksi 
dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik 
tertentu. Kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komponen dasar, 
yaitu: 
a. Tujuan yang hendak dicapai 
b. Sasaran yang spesifik. 
c. Cara mencapai sasaran tersebut. 
Dalam perumusan kebijakan menurut Dunn (1990), ada beberapa 
tahap yang harus dilakukan, yaitu penyusunan agenda, formulasi 
kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi 
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kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat 
mencapai tujuan yang di harapkan. 
1. Penyusunan Agenda 
 Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat 
strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki 
ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan 
prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil 
mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak 
mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. 
Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu 
isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah. Isu kebijakan 
(policy problem). Isu kebijakan biasanya muncul karena telah terjadi silang 
pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau 
akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter 
permasalahan tersebut. Peyusunan agenda kebijakan harus dilakukan 
berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan 
stakeholder. 
2. Formulasi Kebijakan 
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian 
dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi 
didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. 
Pemecahan masalah tersebut dari berbagai alternatif atau pilihan 
kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah 
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untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan 
masng-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan 
yang diambil untuk memecahkan masalah. 
3. Adopsi kebijakan 
Tujuan legitimasi adalah untk memberikan otoritas pada proses 
dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat 
diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan 
pemerintah. Melalui proses ini orang belajar untuk mendukung 
pemerintah. 
4. Implementasi kebijakan 
Dalam tahap implementasi kebijakan menemukan dampak dan 
kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan 
yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak. 
5. Evaluasi kebijakan  
Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 
menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, 
implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai 
suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya 
dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi 
kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, 
program-program yang diusulkan untuk mnyelesaikan masalah kebijakan, 
implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. 
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 Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang 
mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya 
hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk 
mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. 
 Kebijakan yang di kaitkan dengan pemerintahan, menurut 
Taliziduhu Ndraha (2003:498). 
 “Kebijakan pemerintahan dapat didefenisikan sebagai pilihan 
terbaik usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang 
bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat formal, etik, 
moral, diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor 
pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan” 
Pakar ahli lainnya yaitu Amara Raksasataya mengatakan sebagai 
berikut : 
“kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk 
mencapai suatu tujuan” 
Lebih lanjut, Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) 
kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan 
dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya 
kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan 
pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-
aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip 
Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposive 
course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a 
problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai 
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tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau 
sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). 
2.2. Proses Pembuatan Kebijakan  
1. Perumusan Usulan kebijakan Pemerintah 
Perumusan usulan kebijakan pemerintah dimulai dari masalah 
secara tepat. Seringkali para pembuat kebijakan, karena kapasitasnya 
terbatas tidak mampu menemukan maslah-masalah dengan baik. 
Kesalahan dalam melihat dan mengidentifikasi masalah akan berakibat 
pada perumusan maslahnya, yang tent akan berakibat panjang pada fase-
fase berikutnya. 
Jumlah masalah yang ada di masyarakat begitu banyak maslah 
hanya sedikit saja yang memperoleh perhatian yang seksama dari 
pembuat kebijakan, yang tercermin pada agenda pemerintah. Kemudian 
langkah selanjutnya adalah memproses usulan-usulan kebijakan 
pemerintah (policy proposals). 
Perumusan usulan kebijakan tersebut antara lain: kegiatan 
mengidentifikasi alternatif, mengidentifikasikannya dan menemukan 
alternatif. 
2. Pengesahan Kebijakan Pemerintah  
Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses 
pengesahan kebijakan. Kedua-duanya memiliki hubungan yang sangat 
erat sekali sehingga tidak mungkin dipisahkan. Sekali suatu usulan 
kebijakan diberikan legitimasi oleh seseorang atau badan yang 
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berwenang, maka usulan kebijakan itu berubah menjadi keputusan 
kebijakan yang sah (legitimate) dalam arti dapat dipaksakan 
pelaksanaannya dan bersifat mengikat. Bentuk kebijakan pemerintah bisa 
berbeda-bed tergantung pada penekanannya. Bentuk kebijakan tersebut 
telah dibuat tipologi umum untuk memudahkan kategorisasi. 
 Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mau melaksanakan 
kebijakan pemerintah antara lain karena adanya respect anggota 
masyarakat terhadap otoritas pemerintah, adanya kepentingan pribadi 
adanya hukuman tertentu bila tidak melaksanakan kebijakan. Selain faktor 
tersebut masih ada juga faktor mengapa orang tidak mematuhi atau mau 
melaksanakan kebijakan pemerintah, antara lain karena bertentangan 
dengan sistem nilai masyarakat dan ketidakpastian hukum data sekunder. 
2.3. Implentasi Kebijakan  
Implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keselurahan 
proses kebijakan, sebab proses kebijakan implementasi kebijakan sudah 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perumusan kebijakan.  
Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan 
krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. 
Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahapan 
perumusan dan pembuatan kebijakan. 
Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan 
sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia 
maupun biaya) dan diikuti dengan tindakan-tindakan yang harus diambil 
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untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang diambil 
tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang 
diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada 
akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam 
kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi 
adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah 
kebijakan diputuskan.   
Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas 
merupakan tahap dari proses kebijakan setelah penetapannya. 
Implementasi dipandang secara luas mempunyai arti pelaksanaan 
undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik 
bekerjasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih 
tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi 
lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami 
sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai dampak 
(outcome). Misalnya implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu 
proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar 
keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa 
dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau 
sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan, 
seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya pada 
tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai 
makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang 
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luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan 
keputusan yudisial. Misalnya, apakah kemiskinan telah bisa dikurangi atau 
warga negara merasakan lebih aman dalam kehidupan sehari-harinya 
dibanding waktu sebelum penetapan program kesejahteraan sosial atau 
kebijaksanaan pemberantasan kejahatan. Singkatnya, implementasi 
sebagai suatu konsep semua kegiatan ini. Sekalipun implementasi 
merupakan fenomena kompleks, konsep itu bisa dipahami sebagai suatu 
proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implementasi juga melibatkan 
sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian. 
Salah satu kajian tentang kebijakan publik terkait dengan 
implementasi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan 
kebijakan. Dalam praktik implementasi kebijakan merupakan proses yang 
sangat kompleks, sering bernuansa politis dan memuat adanya intervensi 
kepentingan. 
Tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat – pejabat 
atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk 
tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Van 
Meter dan Van Horn, 1975). 
Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk 
undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 
keputuan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan Badan 
penelitian (Mazmanian dan Paul Sabatier, 1983:61). 
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Menurut Water William dalam Ismail (2007:132) menyatakan 
masalah yang paling penting dalam implementasi kebijakan memindahkan 
suatu keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara 
tertentu. Dan cara tersebut adalah bahwa apa yang dilakukan memiliki 
kemiripan nalar dengan keputusan tersebut serta berfungsi dengan baik 
dalam lingkup lembaganya. Hal terakhir mengandung pesan yang lebih 
jelas dibandingkan dengan kesulitan dalam menjembatani jurang pemisah 
antara keputusan kebijakan dan bidang kegiatan yang dapat dikerjakan. 
Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle (1980) 
dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) 
dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi 
kebijakan ini mencangkup : 1) sejauh mana kepentingan kelompok 
sasaran termuat dalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima 
oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayahslumareas lebih 
suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima 
program kredit sepeda motor; 3) sejauhmana perubahan yang diinginkan 
dari sebuah kebijakan; 4) apakah letak sebuah program sudah tepat. 
Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan mencakup : 1) seberapa besar 
kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang 
terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) karakteristik institusi dan rejim 




Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka 
tantangan – tantangan tersebut harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada 
suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banyak 
variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat 
individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu 
program melibatkan upaya-upaya policy makeruntuk mempengaruhi 
perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan 
dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, 
kebijakan publik di implementasikan oleh badan-badan pemerintah. 
Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya 
aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses 
implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik 
variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-
masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain. 
Sementara itu, Grindle juga memberikan pandangannya tentang 
implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum tugas 
implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang 
memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa di realisasikan sebagai dampak 
dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi 
mencakup terbentuknya “a policy delivery system”, dimana sarana-sarana 




Selanjutnya, Ripley dan franklin berpendapat bahwa implementasi 
adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang 
memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu 
jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk 
pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang 
tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat 
pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan) 
oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksud untuk 
membuat program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi 
mencakup banyak macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana 
yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan 
program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar 
implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personal, 
peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan diatas semuanya uang. 
Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan anggaran dasar 
menjadi arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain 
program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan 
kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan 
rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana 
memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau 
kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau 
pembayaran atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud 
keluaran dari keluaran yang nyata dari suatu program.  
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2.4. Teori Implementasi Kebijakan 
Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak 
variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling 
berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita 
tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, ada 
beberapa teori implementasi: 
Teori George C. Edward III (subarsino, 2008:98) 
Dalam pandangan Edward III, Implementasi kebijakan dipengaruhi 
oleh empat variabel, yaitu: 
 Komunikasi 
Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 
suatu kebijakan menurut George C. Eward III, adalah komunikasi. 
Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan 
keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. 
Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan 
sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan 
atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila 
komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan 
kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau 
dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, 
kebijakan yang diomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan 
konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan 
agar para pembuat keputusan dan para implementor akan smakin 
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konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan 
diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat 
dipakai (atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel 
komunikasi tersebt di atas, yaitu : 
a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 
menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali 
yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah 
pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena 
komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, 
sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. 
b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana 
kebijakan (street-level-bureauacrats) haruslah jelas dan tidak 
membingungkan ( tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan 
kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran 
tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam 
melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain 
tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak 
dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. 
c) Konsisten; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 
omunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau 
dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering 




  Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan telah 
dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila 
implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka 
implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya terseut 
dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi 
implementor dan sumber daya finansial. Menurut George C. 
Edward III dalam Leo Agustino (2008: 151) dalam 
mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumberdaya 
terdiri dari beberapa elemen, yaitu: 
a) Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan staf. 
Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan 
salah satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak 
mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. 
Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak 
mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan 
keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompoten dan 
kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau 
melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. 
b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai 
dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan 
cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui 
apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah 
untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data 
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kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi 
pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus 
mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam 
pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. 
c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal 
agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan 
otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam 
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dalam melaksanakan 
kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu 
nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak 
terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses 
implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika 
wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan 
dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas 
kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi 
kebijakan tetapi disisi lain, efektivitas akan menyurut manakala 
wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi 
kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. 
d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakana faktor penting dalam 
implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf 
yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan 
memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa 
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adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka 
implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 
 Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, 
maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan 
baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward 
III (1980:98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadang kala 
menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya 
berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu untuk 
mengantisipasi dapat mempertimbangkan/ memperhatikan aspek 
penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif. Hal-hal penting 
yang perlu dicermati pada variabel disposisi: 
a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana 
akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap 
implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak 
melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh 
pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan pengangkatan 
personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang 
memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih 
khusus lagi pada kepentingan warga. 
b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang 
disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para 
pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena 
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itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan 
mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat 
kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. 
Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu 
mungkin akan menjadi faktor pendukung yang membuat para 
pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal 
ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi 
(self interest) atau organisasi. 
 Struktur birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja 
dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta 
adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang 
berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu 
struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, 
saluran pemerintah dan penyampaian laporan ( Edward III, 
1980:125). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan 
cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, 
yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang 
menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur 
organisasi yakni :  
 Standar Operating Procedure (SOP) , Menurut Edwards III 
(1980: 125) SOP adalah respon yang timbul dari implementor 
untuk menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan karena kurangnya 
waktu dan sumber daya serta kemauan adanya keseragaman 
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dalam operasi organisasi yang kompleks dan tersebar luas. 
Edwards III (1980: 141) juga menjelaskan bahwa SOP yang 
bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin 
mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai 
dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin 
menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang 
membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru 
untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar 
kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin 
dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP 
menghambat implementasi. 
 Fragmentasi, Edwards III (1980: 134) menjelaskan bahwa 
fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab dari suatu 
kebijakan pada beberapa unit organisasi. Fragmentasi berasal 
terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti 
komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, 
pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan 
yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Semakin 
banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu 
kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-
keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan 
implementasi. Edward menyatakan bahwa secara 
umum,semakin koordinasi dibutuhkan untuk 
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mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang 
untuk berhasil. 
Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas 
merupakan tahap dari proses kebijakan setelah penetapannya. 
Implementasi dipandang secara luas mempunyai arti pelaksanaan 
undang-undang dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik 
bekerjasama untuk mejalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih 
tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi juga dapat 
diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauhmana tujuan-tujuan yang 
telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran 
belanja bagi suatu program. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah 
sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi 
adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan 
kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil 
sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Rangkaian 
kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan 
yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah 
undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan 
Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna 
menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan 
prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang 




Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa 
yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas 
program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau sejenis keluaran yang 
nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah 
kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan 
program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. 
Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan) oleh berbagai 
aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat 
program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup 
banyak kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh 
undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus 
mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi 
berjalan lancar. Sumber- sumber ini meliputi personal, peralatan, lahan 
tanah, bahan-bahan mentah, dan diatas semuanya ialah uang. Kedua, 
badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar 
menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan 
desin program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan 
kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan 
rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana 
memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau 
kelompok-kelompok target. Selain itu, mereka juga memberikan 
pelayanan atau pembayaran atau apapun lainnya yang bisa dipandang 
sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.  
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Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul 
Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan 
bahwa: 
Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang 
seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 
dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada 
masyarakat atau kejadian-kejadian (Mazmanian dan Sabatier dalam 
Widodo (2010:87)). 
Dalam kamus Webster sebagaimana dikutip Solichin dalam 
bukunya Sudiyono (2007: 80) menyebutkan bahwa “to implement berarti 
to provide the means for carrying out”, mengimplementasikan berarti 
melengkapi atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu. 
Linberry (Sudiyono, 2007: 80) menyatakan bahwa implementasi 
mencakup komponen:  
a. Menciptakan dan menyusun staf sebuah agen baru untuk 
melaksanakan sebuah kebijakan baru. 
b.  Menterjemahkan tujuan legislatif dan serius memasukkannya ke 
dalam aturan pelaksanaan kebijakan. 
c.    Mengembangkan panduan atau kerangka kerja bagi para pelaksana 
mengembangkan pembagian tanggungjawab para agen dan antar 
para agen serta hubungan antar agen. 
d.    Mengalokasikan sumberdaya untuk memperoleh dampak kebijakan. 
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Selanjutnya Menurut Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2009: 
134)  implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan 
yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian 
tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Tindakan-tindakan 
ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan 
menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu 
maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai 
perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan 
kebijakan. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi 
kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 
ditetapkan atau diidentifikasi   oleh keputusan-keputusan kebijakan. 
Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-
undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi 
kebijakan terebut. .  
 Model implementasi kebijakan pemerintah digunakan untuk 
menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus 
analisis. Model-model implementasi kebijakan pemerintah itu, antara lain:  
1. Model “The top down approach” menurut Brian W. Hogwood dan 
Lewis, Gun, yaitu impementasi kebijakan pemerintah yang 
dilaksanakan dapat sempurna, dengan persyaratan:  
a. Kondisi eksternal yang dihadapi Badan Pelaksana tidak 
menimbulkan kendala serius. 
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b. Tersedianya waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai 
untuk melaksanakan program. 
c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar 
tersedia. 
d. Kebijakan yang akan diimplementasikan disadari oleh suatu 
hubungan kausalitas yang ada. 
e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata 
rantai penghubungnya. 
f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. 
g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap 
tujuan. 
h. Tugas-tugas diperinci dalam urutan yang tepat. 
i. Komunikasi dan koordinasi yang tepat. 
j. Pihak-pihak yang berwenang apat melakukan dan 
mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 
2. Model proses implementasi kebijakan , menurut Van Meter dan Van 
Horn, yaitu perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan 
dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang bersangkutan. Implementasi 
akan berhasil apabila perubahan perubahan yang dikehendaki 
relatif sedikit, dan kesepakatan terhadap tujuan, terutama terutama 
yang terlibat di lapangan relatif tinggi. Sehingga perlu tipologi 
kebijakan yang di bedakan berdasarkan: 
a. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan; 
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b. Jangkuan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara 
pihak-pihak yang terlibat. 
Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, 
disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha 
yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan 
memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari 
suatu kebijakan itu sendiri. 
2.5.  Konsep Perparkiran 
Gambaran mengenai parkir, Parkir menurut kamus bahasa 
Indonesia dapat diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan 
beberapa saat. Sedangkan menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan No. 14/1992, parkir adalah tempat pemberhentian 
kendaraan atau bongkar muat barang dalam jangka waktu yang lama atau 
sebentar tergantung keadaan dan kebutuhannya. 
Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok 
pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat 
tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan 
ditinggal pemiliknya di ruang parkir. Beberapa definisi parkir dari beberapa 
sumber diantaranya adalah sebagai berikut :  
1. Menurut Poerwadarmita (1976), parkir adalah tempat 
pemberhentian kendaraan beberapa saat.  
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2. Pignataro (1973) dan Sukanto (1985) menjelaskan bahwa parkir 
adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, 
sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu 
pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, 
garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung 
kendaraan tersebut. 
3. Dijelaskan dalam buku peraturan lalu lintas (1998) pengertian dari 
parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu 
yang lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan. 
4. Parkir adalah tempat menempatkan/memangkal dengan 
memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun 
tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu 
(Warpani,1988). 
5. Sedangkan menurut Kepmen Perhub No. 4 Th. 1994, parkir adalah 
keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 
sementara.  
6. Dalam peraturan daerah No 17 tahun 2006, pasal 1 menyatakan 
bahwa parkir adalah memberhentikan dan menempatkan 
kendaraan bermotor ditepi jalan umum yang bersifat sementara 
pada tempat yang ditetapkan, sedangkan tempat parkir adalah 
tempat yang berada  ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh 
Walikota Makassar sebagai tempat parkir. 
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Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan parkir 
merupakan tempat pemberentian sementara kendaraan seperti 
motor,mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kebutuhan pemilik kendaraan. 
 
Istilah-Istilah yang Digunakan dalam Parkir  
Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa 
istilah penting, yaitu sebagai berikut : 
1. Kapasitas Parkir : kapasitas parkir (nyata)/kapasitas yang 
terpakai dalam satu satuan waktu atau kapasitas parkir yang 
disediakan (parkir kolektif) oleh pihak pengelola. 
2. Kapasitas Normal : kapasitas parkir (teoritis) yang dapat 
digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam 
kendaraan. Kapasitas parkir dalam gedung perkantoran 
tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar luas 
lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya. 
3. Durasi Parkir : lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu 
lokasi. 
4. Kawasan parkir : kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan 
badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir 
melalui pintu masuk. 
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5. Kebutuhan parkir : jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang 
besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat 
pemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah 
yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif 
parkir. 
6. Lama Parkir : jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir 
yang tersedia yang dinyatakan dalam 1/2 jam, 1 jam, 1 hari. 
7. Puncak Parkir : akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan 
kendaraan. 
8. Jalur sirkulasi : tempat yang digunakan untuk pergerakan 
kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir. 
9. Jalur gang : merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang 
berdekatan. 
10.  Retribusi parkir : pungutan yang dikenakan pada pemakai 
kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir. 
Retribusi Parkir Tepi Jalan dan Retribusi Parkir Khusus  
1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Pelayanan parkir 
di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi 
jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. 
2) Retribusi Tempat Khusus Parkir; Pelayanan tempat khusus parkir 
adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, 
dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk 
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yang disedikan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan 








2.3. Kerangka Konseptual 





















Peraturan Daerah Kota Makassar No 
17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan 
Parkir Tepi Jalan Umum Dalam 
Daerah Kota Makassar 
 
Implementasi Kebijakan 
Perparkiran di Kota Makassar 
1. Wewenang Pengelolaan 











a. Sumber Daya 
b. Disposis/ Sikap 
c. Fragmentasi 
 





3.1.     Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di kota makassar khususnya pada Kantor 
PD Parkir Makassar Raya yang merupakan instansi Badan Usaha Milik 
Daerah yang berada dibawah tanggung jawab kepada Dinas Perhubungan 
dan Dinas Pendapatan Daerah. Dimana mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar yang dipimpin oleh seorang 
kepala. 
2.2. Tipe Penelitian 
 Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini 
menggunakan analisis data kualitatif dengan tipe deskriptif analisis serta di 
tunjang dengan data sekunder kuantitatif. Penelitian deskriptif ini 
menuturkan dan menafsirkan data berkenaan dengan situasi yang terjadi, 
sikap dan pandangan yang menggejala di masyarakat, hubungan antar 
variabel pertentangan dua kondisi  atau lebih, perbedaan antar fakta, dan 
lain lain. Pada umumnya kegiata penelitian deskripif meliputi pengumpulan 
data, analisis data, interpretasi data serta di akhiri dengan kesimpulan 
yang di dasarkan pada penganalisisan data tersebut. 
3.3.     Informan Penelitian 
1.   Objek Penelitian 
Objek penelitian yang akan diteliti adalah di Perusahan Daerah 
Parkir Makassar Raya Kota Makassar. Pemilihan objek ini atas 
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pertimbangan bahwa objek tersebut merupakan instansi yang berwenang 
untuk meningkatkan efektifitas dalam pemberian pelayanan perparkiran 
kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli 
daerah dari sektor retribusi parkir. 
2.   Informan 
Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka 
diperlukan informan. Pemilihan informan dalam penelitian yang akan 
dilakukan ini dengan cara purposive sampling. Sesuai dengan namanya 
purposive sampling diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yang 
mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki 
informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini. 
Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang 
situasi dan kondisi latar penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman 
tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya dari dalam 
tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar 
penelitian setempat. Dalam penelitian ini informan yang peneliti 
maksudkan adalah semua provider yang terkait dengan pelaksanaan 
parkir di Kota Makassar dan stakeholder, yakni seluruh staff Kantor PD 
Parkir Makassar Raya. 
Adapun informan yang membantu memberikan data dan informasi 
yang tepat dan akurat didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Direksi-direksi PD. Parkir Makassar Raya 
2. Anggota DPRD kota Makassar Komisi C 
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3. Petugas pemungut retribusi parkir/ kolektor 
4. Juru parkir resmi  
5. Juru parkir tidak resmi  
6. Masyarakat pengguna parkir 
3.4.     Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Data sekunder, adalah data yang diperoleh degan jalan melakukan 
penulisan terhadap buku-buku atau literarure dan beberapa dokumen 
sesuai yang berkaitan dengan objek penelitian guna mendapatkan 
data sekunder yang akan digunakan menganalisis permasalahan yaitu 
konsep, teori-teori, kebijakan-kebijakan dan pelaksanaannya yang 
berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan perparkiran dikota 
makassar. 
2. Data primer, adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian 
langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1) Wawancara (interviewing) 
    Metode pengumpulan data dengan wawancara lebih banyak 
dilakukan pada penelitian kualitatif dari pada penelitian 
kuantitatif.Kelebihan metoe wawancara adalah peneliti bisa menggali 
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informasi tentang topik penelitian secara mendalam, bahkan mengungkap 
hal-hal yang tidak mungkin terpikirkan oleh peneliti itu sendiri. Akan tetapi, 
metode wawancara memerlukan kecakapan peneliti yang lebih daripada 
pengumpulan data dengan metode lain. 
Tahapan yang dapat digunakan dalam wawancara adalah: 
1. Tentukan jenis wawancara yang akan digunakan. Kalau penelitian 
kualitatif, sebaiknya gunakan wawancara tidak terstruktur untuk 
pewawancara yang sudah berpengalaman, atau semi terstruktur 
untuk pewawancara yang beum berpengalaman. 
2. Rencakan item pertanyaan dengan baik sehingga pelaksanaan akan 
lebih efisien. Pewawancara harus mengerti topik penelitian dan 
informasi apa saja yang akan di ungkap responden. 
3. Bagi pewawancara yang belum berpengalaman, tidak ada salahnya 
untuk melakukan latihan, atau simulasi terlebih dahulu. Bisa juga 
dengan mengikuti proses wawancara yang dilakukan oleh rekan 
yang lebih senior. 
4. Gunakan sarana semaksimal mungkin sehingga informasi yang tidak 
terlewatkan. Buatlah panduan ceklist (seperti metode dokumentasi) 
atau gunakan alat perekam audio atau video. 
5. Aturlah waktu dengan baik agar pelaksanaan wawancara dapat 
berjalan dengan efektif dan jika perlu dapat dilakukan tatap muka 




2) Observasi Langsung  
Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan 
langsung atau pratinjau secara cermat dan langsung di lapangan atau 
lokasi penelitian.Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada 
desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati 
langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.Penemuan ilmu 
pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali kepada 
observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan. 
3.5.     Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
metode analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan serta menganalisis 
data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian diolah dan ditabulasi 
berdasarkan sifat dan jenisnya selanjutnya di interpretasi secara deskriptif 
untuk menjawab rumusan masalah. Miles dan Huberman (2007:16-20 
Penerjemah: Rohidi), mengemukakan bahwa analisis terdiri dari beberapa 
alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut 
penjelasan dari alur kegiatan dari analisis sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data 
Data collecting atau pengumpulan data yaitu pengumpulan data 
pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. 
2. Reduksi Data 
47 
 
Data reduction atau penyederhanaan data adalah proses memilih, 
memfokuskan, menyederhanakan, dengan membuat abstraksi, 
mengubah data mentah menjadi yang dikumpulkan dari penelitian 
kedalam catatan yang telah diperiksa. Tahap ini merupakan Tahap 
analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat 
sekaligus dapat dibuktikan. 
3. Penyajian Data 
Data Display atau penyajian data adalah menyusun informasi dengan 
cara tertentu sehingga diperlukan penarikan kesimpulan atau 
pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk 
memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau 
tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. 
4. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 
Conclutions drawing atau penarikan kesimpulan adalah merupakan 
langkah ketiga meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan 
dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, polapola 
penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang 
memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-
hukum empiris. 
Adapun siklus dari keseluruhan proses analisis data oleh Miles dan 
















Dalam proses ini aktivitas penelitian bergerak diantara komponen 
analisis dengan pengumpulan data selama proses ini berlangsung. 
Selanjutnya peneliti hanya bergerak di antara 3 komponen analisis 
tersebut, sehingga membentuk pola siklus. Reduksi data dapat di artikan 
sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian penyederhanaan, 
pengabstrakan, dan tansformasi “data kasar” yang muncul dari catatan 
tertulis di lapangan. 
Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 
yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 
perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 
kesimpulan finalnya dapat ditari dan diverifikasi. Secara sederhana dapat 






dijelaskan dengan “reduksi data” dan perlu mengartikannya sebagai 
kuantifikasi. 
Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam 
aneka macam cara seperti halnya melalui seleksi yang ketat melalui 
ringkasan , menggolongkannya dalam suatu pola atau kategori yang lebih 
luas, dan sebagaiya. Sementara itu penyajian data merupakan alur 
penting yang kedua dari kegiatan analisis interaktif.Suatu penyajian, 
merupakan kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan 
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.Sedangkan 
kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan. 
 Dengan demikian, model analisis interaktif ini dapat dijelaskan 
sebagai berikut. Dalam pengumpulan data model ini, peneliti selalu 
membuat reduksi data dan sajian data sampai penyusunan kesimpulan. 
Artinya data yang diperoleh di lapangan kemudian peneliti menyusun 
pemahaman arti segala peristiwa yang disebut reduksi data dan di ikuti 
penyusunan data yang berupa ceritera secara sistematis.Reduksi dan 
sajian data ini disusun pada saat peneliti mendapatkan unit data yang 
diperlukan dalam penelitian. 
 Pengumpulan data terakhir peneliti mulai melakukan usaha 
menarik kesimpulan dengan menarik verifikasi berdasarkan reduksi dan 
sajian data.Jika permasalahan yang diteliti belum terjawab dan belum 




3.6. Defenisi Operasional 
Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan 
penelitian yang akan dilakukan, maka penulis memberikan beberapa 
batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melaui 
beberapa indikator sebagai berikut: 
Dalam memberikan suatu pemahaman agar memudahkan 
penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus 
penelitian ini yang dioperasionalkan sebagai berikut : 
1) Implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota 
Makassar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa suatu 
tahap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota 
Makassar dalam melakukan kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan 
umum dengan pihak PD. Parkir Makassar Raya sesuai dengan 
peraturan daerah kota Makassar No 17 tahun 2006. Dalam 
halwewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum di delegasikan 
Walikota kepada Direksi, yaitu Direksi Perusahaan Daerah Parkir 
Makassar Raya. 
Adapun Indikator dari implementasi kebijakan pengelolaan 
parkirtepi jalan umum di kota Makassar yang dimaksud dalam 
penelitian ini merupakan pelaksanaan kewenangan Walikota yang 
didelegasikan kepada Direksi yang terdiri dari: 
1. Penetapan tempat parkir 
a. Titik atau tempat-tempat parkir  
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b. Pembagian tempat parkir 
c. Pengelompokan jenis kendaraan pengguna tempat dan jasa 
parkir 
d. Tanda atau garis tempat parkir 
e. Perbaikan atau rehabilitasi sarana dan prasarana parkir 
f. Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas parkir 
2. Penetapan jenis pungutan dan tarif jasa serta tata cara 
penagihannya 
3. Larangan dan kewajiban 
4. Pembinaan kepada pengguna tempat parkir dan juru parkir 
5. Pengawasan 
2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 
pengelolaanparkir tepi jalan umum di kota Makassar adalah sejumlah 
faktor yang memberikan pengaruh, baik sebagai pendukung maupun 












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1.   PD. Parkir Makassar Raya 
 Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar didirikan pada 
tahun 1999 berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kotamadya DATI II 
Ujung Pandang No. 5 Tahun 1999, tentang: Pendirian Perusahaan 
Daerah Parkir Kota Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung 
Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Ujung Pandang No. 19 
Tahun 1999, Seri D, Nomor 6, kemudian diubah dengan Perda Kota 
Makassar No. 17 Tahun 2006. 
 Pemikiran Pemerintah Kota Makassar untuk membentuk PD. Parkir 
Makassar Raya didasari atas prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas 
pencapaian tujuan pelayanan dari sektor perparkiran di Kota Makassar. Di 
smping itu kegiatan perparkiran di Kota Makassar juga merupakan salah 
satu obyek yang mempunyai prospek untuk menunjang Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kota Makassar. Jadi dengan kehadiran PD. Parkir 
Makassar Raya, selain diharapkan mampu menunjang pelaksanaan 
otonomi daerah juga dapat meningkatkan PAD Kota Makassar. 
 PD Parkir Makassr Raya mulai disahkan pada tanggal 23 Agustus 
1999. Sesuai dengan perkembangan Kondisi dan Kebutuhan di lapangan, 
maka berdasarkan SK Walikota Makassar, No 7040 Tahun 1999, Struktur 
Oraginasasi PD Parkir berubah menjadi masing-masing terdiri dari 3 
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Direktur, 4 Kepala Bagian, dan 12 Kepala Seksi. Perusahaan Daerah ini 
secara efektif mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2000. 
 Perkembangan yang semakin mengagumkan tercatat ketika direksi 
baru dilantik pada tahun 2007. Mereka itu adalah Aryanto Dammar 
(Direktur Utama), Ir. Rusdi Muhadir (Direktur Umum), dan H. Mustafa 
(Direktur Operasional).  
 Saat ini, daerah operasional pelayanan jasa perparkiran yang 
menjadi tugas dan tanggung jawab PD. Parkir Kota Makassar meliputi 
seluruh wilayah Kota Makassar yang terdiri dari 14 kecamatan, 143 
Kelurahan, 971 RW dan 4789 RT, dengan Luas 175,77 Km². Dari total 
luas tersebut, hingga saat ini yang terlayani pelayanan jasa perparkiran 
PD Parkir Kota Makassar baru sekitar 67%.  
4.1.1.  Visi Dan Misi PD. Parkir Makassar Raya  
 Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. 
Rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental  dan sekaligus 
merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek. PD. Parkir 
Makassar Raya sebagai salah satu badan usaha dalam lingkup 
Pemerintah Kota Makassar merupakan manifestasi dan perpanjangan 
tangan Pemerintah Kota dalam mengelola sektor perparkiran. Untuk itu 






 Menjadikan PD. Parkir Kota Makassar sebagai perusda terbaik 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terbesar dalam 
memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar. 
MISI: 
 Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi utama sebagai 
berikut : 
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai) di 
lingkungan PD. Parkir Kota Makassar pada semua tingkatan dan 
jabatan; 
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 
perparkiran guna menunjang kinerja perusahan; 
3. Menggali areal kawasan perparkiran baru yang potensial secara 
terus menerus, seiring dengan arah perkembangan Kota Makassar 
menuu Kota maritim dan Perdagangan dunia; 
4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan PD. Parkir Kota Makassar 
sebagai stimulan dalam rangka meningkatkan motivasi, Loyalitas, 
kreativitas, dan responsibilitas karyawan terhadap perusahaan. 
4.1.2.     Kondisi Keungan PD. Parkir Makassar Raya 
 Kondisi keuangan PD. Parkir Makassar Raya sejak tahun 2011 
sampai dengan 2014 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. 
Hal ini tergambar dari tabel target dan realisasi pendapatan sebagaimana 




Target dan realisasi pendapatan PD. Parkir Makassar Raya 
No Tahun Target Realisasi Ket 
1 2010 Rp.5.550.531.000,00 Rp.5.617.631.630,00  
2 2011 Rp.7.756.126.000,00 Rp.6.680.673.674,00  
3 2012 Rp.9.982.549.200,00 Rp.8.405.311.750,00  
4 2013 Rp.11.336.363.232,00 Rp.9.317.492.475,00  
5 2014 Rp.11.406.690.444,00 Rp.9.207.800.945,00  
Sumber : Pendataan PD. Parkir Makassar Raya tahun 2014 
 Dari tabel target dan realisasi pendapatan PD. Parkir Makassar 
Raya dalam mengelola parkir Ini menggambarkan bahwa pendapatan 
PD.Parkir dalam kurun waktu 10 tahun terakhir selalu mengalami 
peningkatan dari tahun ketahun. Gambaran data tersebut menunjukkan 
keberhasilan pemerintah dalam memberikan kontribusi sebesar-besarnya 
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. 
Tetapi tidak seiring dengan fungsi dan tugas utamanya sebagai 
perusahan daerah yang tidak hanya sebagai penyumbang terbesar 
terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tetapi juga dalam 
memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Makassar 






4.2.  Pelaksanaan Kebijakan Perparkiran Di Kota Makassar 
Berdasarkan penjelasan pada bagian-bagian sebelumnya, yang 
mana dalam membahas penerapan dari pada kebijakan perparkiran di 
wilayah Kota Makassar yang secara jelas tercantum dalam Peraturan 
Daerah Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan 
Umum Dalam Derah Kota Makassar, maka pada bagian ke-empat ini 
penulis sebagai peneliti sendiri akan menjelaskan lebih jelas mengenai 
pelaksanaan dari pada kebijakan perparkiran di Kota Makassar serta hal-
hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dari pada kebijakan tersebut 
dalam hal ini faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan 
tersebut. 
Berikut ini merupakan penjelasan mengenai pelaksanaan dari pada 
pengelolaan perparkiran di Kota Makassar, yang mana menjadi bahan 
utama dari pembahasan dari tulisan ini. 
4.2.1.  Pelaksanaan Kebijakan Perparkiran 
Sebagimana yang kita ketahui bersama bahwa Kota Makassar 
merupakan Kota yang semakin padat dan ramai oleh kendaraan yang 
berlalulalang di jalanan, akibat dari keramaian ini lalu lintas di kota ini 
sangat macet. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran 
masyarakat yang memarkir kendaraannya di atas bahu jalan. Kondisi 
inilah yang membuat pemerintah kota harus berinisiatif untuk mengatur 
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sistem transportasi yang lebih baik di Makassar sehingga kota ini dapat 
berkembang menjadi kota metropolis yang ramah lingkungan, oleh karena 
itu Perusahan Daerah (PD) Parkir yang digagas oleh Pemerintah Kota 
Makassar dalam Perda No.5 Tahun 1999 tentang pembentukan PD. 
Parkir Kota Makassar yang didasari atas prinsip-prinsip efisiensi dan 
efektifitas pencapaian tujuan pelayanan dari sektor perparkiran kepada 
masyarakat kota Makassar adalah perusahaan yang diharapkan mampu 
menunjung pelaksanaan otonomi daerah juga dapat meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. 
Salah satu hal penting yang mana hal ini sangat memegang 
peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan tentang perparkiran di Kota 
Makassar adalah stakeholder dan masyarakat pengguna parkir. 
Bagaimana dua hal tersebut bisa saling memberikan kontribusi satu sama 
lain. Dalam hal pelaksanaan dari pada suatu kebijakan ada hal-hal penting 
yang perlu untuk diperhatikan, yang mana suatu kebijakan dapat 
dipandang sebagai suatu sistem. Ketika kebijakan dipandang sebagai 
suatu sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. 
Dimana menurut Thomas R. Dye dalam Dun (2000:110) terdapat tiga 
elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Berikut ini 
merupakan gambaran ketiga elemen kebijakan/policy stakeholders, dan 








Thomas R. Dye dalam Dun (2000:110) 
Beranjak dari hal diatas, maka penulis sendiri mengambil suatu 
benang merah yang mana dalam hal pelaksanaan perparkiran di Kota 
Makassar ini hal yang penting untuk diperhatikan yaitu pelaku yang terlibat 
langsung dalam pelaksaaan kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota 
Makassar, selanjutnya yaitu lingkungan yang mana lingkungan yang 
dimaksud disini adalah lingkungan dimana kebijakan pengelolaan parkir 
tersebut diterapkan dalam artian disini adalah Kota Makassar, dan yang 
tak kalah pentingnya yaitu kebijakan itu sendiri. Dari ketiga aspek atau 
elemen-elemen inilah yang berperan penting di dalam pelaksanaan 
kebijakan pengelolaan perparkiran yang selama ini diterapkan di Kota 
Makassar. 
Berbicara tentang kebijakan yang mana menurut George C. 
Edward III dan Ira Sharkansky dalam Suwutri (2008:10) mendefinisikan 
kebijakan publik sebagai suatu tindakan pemerintah yang berupa 





Berdasarkan dari situlah kebijakan pengelolaan perparkiran di Kota 
Makassar. Pemerintah Kota Makassar sejak tanggal 11 Desember 2006 
telah mengeluarkan suatu regulasi yang mengatur secara langsung 
pengelolaan perparkiran di Kota Makassar. Regulasi yang dimaksud 
tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Perkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar. 
Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tujuan utama dari pada 
dikeluarkannya kebijakan tersebut yaitu sebagai dasar dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran. Pentingnya suatu 
kebijakan yang berperan didalam bidang perparkiran ini sebagai langkah 
perbaikan mutu kualitas dan kuantitas Pemerintah Kota Makassar secara 
umum. Sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan pengeloaan parkir tepi 
jalan umum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan 
daerah yang mengatur parkir tepi jalan umum. 
Berbicara tentang pelaksanaan tentunya akan ada hasil yang ingin 
dicapai, maka dari itu untuk melihat tingkat keberhasilan dari pelaksanaan 
kebijakan perparkiran di Kota Makassar maka dibutuhkan strategi. Strategi 
yang dimaksud adalah cara atau taktik didalam melaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Perkir Tepi Jalan 
Umum Dalam Daerah Kota Makassar. Alasannya karena setiap keputusan 
itu merupakan salah satu strategi dalam menyelesaikan permasalahan, 
dan setiap strategi menuntut adanya langkah implementasi. Tanpa 
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implementasi strategi sendiri tidak mempunyai arti apa-apa. Implementasi 
peraturan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah peraturan yang telah 
ditetapkan akan mencapai tujuan yang diharapkan sehingga dapat 
dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya. Untuk itu dalam menerapkan 
atau mengimplementasikan suatu peraturan atau keputusan yang telah 
ditetapkan, maka ada dua cara atau pilihan, yang mana pilihan itu 
langsung untuk di implementasikan dalam bentuk program atau melalui 
formulasi peraturan derivate atau turunan dari peraturan tersebut. 
Kebijakan dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah 
jenis kebijakan yang memerlukan peraturan derivate yang jelas atau yang 
sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksana. 
Sebelum jauh menjelaskan tentang perparkiran di Kota Makassar, 
perlu untuk diketahui bersama bahwa pengelolaan perparkiran di dalam 
Kota Makassar yang telah di limpahkan dari Pemerintah Kota Makassar 
kepada Perusahan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya. Sehingga 
Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya merupakan leading 
sector atau provider langsung yang bertanggungjawab dalam 
melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Perkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar. 
Ketika kita mengeledah isi dari kebijakan pengelolaan perparkiran 
di Kota Makassar yang tertauang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 
Tahun 2006 tentang Penengelolaan Perkir Tepi Jalan Umum Dalam 
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Daerah Kota Makassar disitu secara jelas bahwa dalam pelaksanaan 
daripada pengelolaan perparkiran di Kota Makassar ada beberapa hal 
pokok yang serta merta harus diperhatikan. Hal pokok yang dimaksud 
adalah wewenang pengelolaan parkir tepi jalan, pembinaan serta 
pengawasan daripada pelaksanaan parkir tepi jalan itu sendiri. Berikut 
merupakan gambaran dari isi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Perkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota 
Makassar. 
Gambar 4. 







Sumber: Hasil Penelitian 2015 
Dari ketiga hal pokok yaitu wewenang pengelolaan, pembinaan, 
serta pengawasan inilah yang nantinya peneliti gunakan sebagai alat 
Perda Kota 
Makassar No. 










dalam memberikan gambaran secara riil pelaksanaan dari pada kebijakan 
pengelolaan perparkiran di Kota Makassar sehingga penulis sekaligus 
sebagai peneliti dapat menarik suatu benang merah tentang keberhasilan 
dari pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Perkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar ini diterapkan di 
Kota Makassar. 
4.2.2.  Wewenang Pengelolaan 
Dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Perkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar pasal 
3 ayat 1 dikatakan bahwa “wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum 
didelegasikan Walikota kepada Direksi”. Direksi disini merupakan direksi 
Perusahan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar sebagaimana 
yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Perkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar pasal 
1 ayat 4. 
Masih sekitar tentang pendelegasian wewenang, dimana James, 
A.F. Stoner (1996) mengatakan bahwa jika seorang manajer 
mendelegasikan tugas kepada bawahannya maka ia harus 
mendelegasikan kekuasaannya yang artinya jika seorang diserahi tugas 
melaksanakan suatu tugas tertentu, maka ia harus bertanggungjawab 
dalam melaksanakan tugas tersebut. Melihat hal tersebut tidak salah 
kalau penulis mengatakan bahwa kewenangan dalam pengelolaan 
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perparkiran di Kota Makassar dipegang penuh oleh Perusahaan Daerah 
(PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar. 
Kembali pada kewenangan Direksi Perusahaan Daerah (PD) Parkir 
Makassar Raya Kota Makassar dalam pengelolaan parkir tepi jalan, maka 
Direksi Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar 
telah menetapkan beberapa kebijakan sesuai yang tercantum di dalam 
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Perkir Tepi 
Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar pasal 3 ayat 2 yang 
menyatakan bahwa Direksi berwenang menetapkan: 
a. Titik / tempat-tempat parkir 
b. Pembagaian tempat parkir 
c. Pengelompokan jenis kendaraan pengguna tempat dan jasa 
parkir 
d. Pengguna areal / pelataran parkir 
e. Tanda / garis tempat parkir 
f. Struktur tarif jasa penggunaan / pemanfaatan fasilitas parkir 
g. Perbaikan / rehabilitasi sarana dan prasarana parkir 
h. Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas parkir 
Melihat penjelasan tentang kewenangan pengelolaan parkir tepi 
jalan tersebut diatas, maka penulis mengambil suatu benang merah 
bahwa ada beberapa hal yang sifatnya krusial didalam pengelolaan parkir 
tersebut yaitu penetepan titik atau tempat-tempat parkir, pembagaian 
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tempat parkir, pengelompokan jenis kendaraan pengguna tempat dan jasa 
parkir, serta pengguna areal atau pelataran parkir. 
Pertama tentang kewenangan menetapkan titik atau tempat-tempat 
parkir dan pembagian tempat parkir, sesuai yang tertera dalam pasal 3 
ayat 2 point a dan b Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Perkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar. 
Namun, disini penulis menemukan berbagai kekeliruan yang muncul 
dalam pelaksanaan perparkiran di Kota Makassar. Pengelolaan parkir tepi 
jalan umum yang di delegasikan kepada Perusahaan Daerah (PD) Parkir 
Makassar Raya yang bertugas untuk menentukan titik atau tempat parkir, 
berikut kutipan hasil wawancara penulis dengan salah satu informan 
terkait tentang penentuan titik atau tempat parkir di Kota Makassar: 
“Selama ini dalam menentukan titik-titik lokasi parkir kami selalu 
menurunkan tim, tim inilah yang disebut tim pengawas yang 
nantinya melihat potensi-potensi dalam tiap-tiap wilayah di Kota 
Makassar”. (hasil wawancara langsung dengan Direktur umum PD. 
Parkir Makassar Raya Kota Makassar, Aryanto Dammar: 2015). 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, yang mana dalam 
penentuan titik atau tempat parkir tepi jalan umum, Perusahaan Daerah 
(PD) Parkir Makassar Raya melakukan pendahuluan dengan menurunkan 
tim pengawas yang kemudian akan melakukan survei atau pengecekan 
terhadap daerah mana yang akan berpotensi untuk dijadikan titik atau 
tempat parkir. Inilah salah satu bukti strategi yang dilakukan Perusahaan 
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Parkir (PD) Perkir Makassar Raya Kota Makassar dalam menetukan titik-
titik perparkiran yang tersebar di dalam wilayah Kota Makassar. 
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengutip suatu pernyataan 
yang di dapatkan dari hasil wawancara langsung dengan salah seorang 
informan yang berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan perparkiran 
di Kota Makassar. Berikut kutipan wawancaranya. 
“Dari 175,77 Km² luas daratan wilayah di Kota Makassar, wilayah 
yang sementara kami kelola yaitu sebanyak 18 wilayah yang 
dilayani oleh sebanyak 1352 juru parkir” ( hasil wawancara 
langsung dengan Direktur umum PD. Parkir Makassar Raya Kota 
Makassar, Aryanto Dammar: 2015) 
Hasil wawancara langsung penulis dengan Direktur Umum 
Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya diatas menunjukkan 
bahwa langkah menurunkan tim pengawas yang selama ini membuahkan 
hasil dengan cara membagi Kota Makassar menjadi 18 wilayah parkir. 
Pernyataan ini diperkuat dengan data persebaran wilayah tempat atau titik 
parkir dan juru parkir Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya. 
Berikut merupakan tabel persebaran wilayah atau titik parkir serta jumlah 








Data Persebaran WilayahTempat/Titik Parkir dan Juru Parkir 















I Jl. Nusantara 19 21  
 Jl. Sulawesi 28 41  
 Jl.Sumba 1 1  
 TOTAL 48 63  
II Jl. Slamet Riyadi 6 8  
 Jl. Ujung Pandang 13 21  
 Jl. Balaikota 3 4  
 Jl. Pasar Ikan 5 7  
 Jl. Pattimura 6 6  
 Jl. Amanagappa 3 3  
 Jl. Usman Jafar 2 3  
 Jl. Kajaolalido 3 3  
 Jl. H.M. Thamrin 1 1  
 Jl. R.A. Kartini 2 2  
 Jl. Dg. Bora 1 1  
 TOTAL 45 59  
III Jl. Datumuseng 9 12  
 Jl. Penghibur 16 24  
 Jl. Somba Opu 14 21  
 Jl. Lamadukelleng 7 8  
 Jl. Ranggong 4 5  
 Jl. Dg. Tompo 1 2  
 Jl. Bau Maseppe 1 1  
 TOTAL 52 73  
IV Jl. Cendrawasih 32 42  
 Jl. Gagak 3 5  
 Jl. Kakatua 6 14  
 Jl. Baji Minasa 1 1  
 Jl. Dg. Ngeppe 1 1  
 Jl. Dg. Tata 1 1  
 TOTAL 44 64  
V Jl. A. Mappanyukki 14 22  
 Jl. Rajawali 7 14  
 Jl. Kumala 3 3  
 Jl. Merpati 2 2  

















 Jl. Kasuari 1 1  
 Jl. Nuri 1 1  
 TOTAL 30 45  
VI Jl. Bulukunyi 9 12  
 Jl. Dr. Ratulangi 16 22  
 Jl. G. Batu Putih 3 3  
 Jl. Landak Baru 1 6  
 Jl. Monginsidi 8 15  
 Jl. Mawas 1 8  
 Jl. Lanto Dg.Pasewang 5 6  
 Jl. Rusa 4 5  
 Jl. Sungai Saddang 3 4  
 Jl. Tupai 2 4  
 Jl. Serigala 2 4  
 Jl. Bulusaraung 11 14  
 Jl. G. Merapi 19 25  
 Jl. G. Latimojong 10 12  
 Jl. Onta Baru 2 2  
 Jl. Onta Lama 2 5  
 Jl. G. Bawakaraeng 4 4  
 Jl. G. Tinggi Mae 2 3  
 Jl. G. Nona 2 4  
 Jl. Sungai Cerekkang 4 6  
 Jl. Sungai Lariang 1 1  
 Jl. Sungai Pareman 1 1  
 Jl. Landak Baru  1 1  
 TOTAL 113 165  
VII Jl. Ahmad Yani 16 20  
 Jl. Bacan 1 5  
 Jl. Bali 2 2  
 Jl. Irian  21 28  
 Jl. Bonerate 1 1  
 Jl. Jampea 1 1  
 Jl. Lembeh 1 1  
 Jl. Lombok 3 4  
 Jl. Nusakambangan 8 12  
 Jl. Sangir 6 9  
 Jl. Timor 3 4  
 Jl. Serui 1 2  
 Jl. Lombok 1 1  

















 Jl. Sarappo 1 1  
 TOTAL 67 92  
VIII Jl. Arief Rate 6 7  
 Jl. Bonto Lempangan 4 5  
 Jl. Chairil Anwar 1 1  
 Jl. Durian 1 1  
 Jl. Emmy Saelan 2 3  
 Jl. Jend. Sudirman 3 4  
 Jl. Karunrung 10 15  
 Jl. Lagaligo 5 7  
 Jl. Lasinrang 7 12  
 Jl. Sungai Saddang 1 1  
 Jl. Sultan Hasanuddin 7 12  
 Jl. Yosef Latumahina 3 6  
 Jl. Dr. Sutomo 1 1  
 Jl. Sawerigading  1 3  
 TOTAL 52 78  
IX Jl. Andalas  12 21  
 Jl. Bandang 15 17  
 Jl. Buru 1 1  
 Jl. Cakalang 3 3  
 Jl. P. Diponegoro 2 2  
 Jl. Kalimantan 1 2  
 Jl. Lamuru 3 3  
 Jl. Panampu 1 1  
 Jl. Sabutung 2 2  
 Jl. Salemo 1 2  
 Jl. Satando 2 2  
 Jl. Tarakan 1 1  
 Jl. Tentara Pelajar 12 13  
 Jl. Tinumbu 2 2  
 Jl. Ujung 1 3  
 Jl. Yos Sudarso 7 8  
 TOTAL 66 83   
X Jl. Kerung-Kerung 6 6  
 Jl. Veteran Selatan 23 33  
 Jl. Veteran Utara 8 10  
 Jl. Mesjid Raya 3 4  
 Jl. Maccini Raya 1 1  
 Jl. Pongtiku 1 2  

















 Jl. Ir. Juanda 1 1  
 Jl. Teuku Umar 1 2  
 Jl. G. Bawakaraeng 1 3  
 Jl. Urip Sumoharjo 2 2  
 Jl. Agus Salim 1 1  
 Jl. G. Salahutu  1 1  
 TOTAL 53 71  
XI Jl. A.P.Pettarani 5 8  
 Jl. Raya Pendidikan 1 1  
 Jl. Emmy Saelan 2 2  
 Jl. Sultan Alauddin 7 10  
 Jl. Hertasning 9 9  
 Jl. Maccini Raya 2 3  
 Jl. Rappocini Raya 4 6  
 Jl. Tamalate 1 2 2  
 Jl. Todoppuli Raya 1 1  
 Jl. Tala’ Salapang 1 1  
 Jl. Landak Baru 6 7  
 Jl. Pelita Raya 2 3  
 TOTAL 42 53  
XII Jl. A.P.Pettarani 10 11  
 Jl. Hertasning 16 16  
 Jl. Faisal Raya 1 1  
 Jl. Pelita Raya 5 5  
 Jl. Rappocini Raya 6 6  
 Jl. Raya Pendidikan 3 3  
 Jl. Sultan Alauddin 5 5  
 Jl. S. Saddang Baru 1 1  
 Jl. Tala’ Salapang 1 1  
 Jl. Skarda 1 1  
 Jl. Tamalate 1 1  
 Jl. Toddopuli 3 3  
 Jl. Landak Baru 1 1  
 TOTAL 54 55  
XIII Jl. BTP Tamalanrea 6 8  
 Jl. P. Kemerdekaan 19 26  
 Jl. Kapasa Raya 1 1  
 Jl. Pacerakkang 1 1  
 TOTAL 27 36  

















 Jl. Panaikang 1 2  
 Jl. Taman Makam Pahlawan 1 1  
 Jl. Urip Sumoharjo 6 7  
 Jl. Abdullah Dg. Sirua 2 2  
 TOTAL 30 45  
XV Jl. Boulevard 47 76  
 Jl. Topaz 3 3  
 Jl. Pandang Raya  1 6  
 TOTAL 51 85  
XVI Jl. Adhyaksa Baru 1 1  
 Jl Adhyaksa 2 3  
 Jl. Pengayoman 60 91  
 Jl. Bougenville 5 6  
 Jl. Borong 1 1  
 Jl. Toddopuli 2 2  
 Jl. Antang 2 2  
 Jl. Bau Mangga 1 2  
 TOTAL 176 278  
XVII Pasar Butung 19 19  
 Pasar Sambung Jawa 3 3  
 Pasar Senggol 7 7  
 Makassar Mall 15 15  
 Pasar Terong 10 10  
 Pasar Todoppuli 15 15  
 Jl. Hos. Cokroaminoto 7 9  
 Jl. Mesjid Raya 2 2  
 Pasar maricaya  2 2  
 TOTAL 80 82  
XVIII Jl.R.A.Kartini (ATHIRAH) 1 1  
sekolah Jl. Kajaolalido (ATHIRAH) 3 3  
 Jl. Arief Rate ( SMA Rajawali) 5 5  
 Jl. Bontolempangan (SD ) 1 1  
 TOTAL 10 10  
 TOTAL KESELURUHAN 989 1352  
Sumber : Pendataan PD. Parkir Makassar Raya tahun 2014 
Dari data tersebut terlihat bahwa ada total 18 wilayah di Kota 
Makassar yang dikelola langsung oleh Perusahaan Daerah Parkir 
71 
 
Makassar Raya dengan jumlah jukir 1352 orang. Dengan adanya 
persebaran wilayah tersebut dan jumlah jukir yang kurang lebih dapat 
menjangkau seluruh wilayah tersebut Perusahaan Daerah (PD) Parkir 
Kota Makassar diharapkan mampu mengimbangi laju pertambahan 
volume kendaraan sehingga dapat memberikan fasilitas dan layanan yang 
sebaik-baiknya kepada pengguna jasa parkir di Kota Makassar. Namun, 
dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti atau penulis yang turun 
langsung ke lapangan memperlihatkan jumlah kendaraan dalam artian 
masyarakat yang menggunakan jasa parkir tepi jalan belum seimbang 
dengan jumlah juru parkir yang dipekerjakan langsung oleh pihak 
Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya sebagai pemberi layanan 
jasa kepada masyarakat. Maka, seperti dikatakan sebelumnya bahwa hal 
yang seperti inilah yang menjadi penyebab utama merebabnya juru parkir 
liar yang sekarang ini merebab di Kota Makassar. 
Fakta lain yang terjadi di lapangan terkait dengan aspek 
pengelolaan area parkir yang terjadi sekarang ini di Kota Makassar adalah 
banyaknya juru parkir yang merupakan juru parkir resmi justru 
mempekerjakan lagi juru parkir lain dan ini merupakan fakta yang tidak 
bisa dipungkiri. Artinya ada temuan dimana satu orang juru parkir yang 
mengelola satu tempat parkir itu justru membagi lagi dalam beberapa atau 
berbagai tempat parkir. Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara penulis 
dengan salah seorang juru parkir, berikut kutipan wawancaranya. 
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“Selama beberapa bulan saya jadi tukang parkir (juru parkir) saya 
tidak langsung menyetor dengan orang PD Parkir Makassar Raya, 
tapi saya menyetor sama bos yang panggil saya jadi tukang parkir 
di daerah sini”. (Hasil wawancara langsung dengan seorang Juru 
Parkir di Jalan Mawas Raya, 2015) 
Dari hasil penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa betul selama ini 
yang terjadi di lapangan adalah banyaknya orang yang mengatas 
namakan dirinya sebagai juru parkir yang tercatat di Perusahaan Daerah 
(PD) Parkir Makassar Raya, namun dia juga mengambil keuntungan dari 
profesinya tersebut dengan cara mempekerjakan lagi orang lain. Inilah 
yang menjadi penyebab juga banyak tempat parkir yang justru menambah 
kemacetan di ruas-ruas jalan yang tersebar di Kota Makassar. Disisi lain 
bersamaan dengan meningkatnya penggunaan kendaraan tidak jarang 
tempat parkir merupakan penyebab utama terjadi kemacetan di dalam 
Kota. Inilah seakan-akan berbanding terbalik dengan pembagian tempat 
parkir yang mana para juru parkir tidak sembarang menempati tempat 
parkir, tempat bertugas untuk para juru parkir sudah ditentukan dan 
terdata oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya justru 
banyak juru parkir yang sembarang dalam mengarahkan pengendara baik 
roda dua maupun roda empat dalam memarkir kendaraannya. Contoh 
besar terkait dengan pembagian tempat parkir kepada beberapa juru 
parkir pada tempat atau objek yang sama yaitu terletak di kawasan atau 
lahan parkir toko buku new agung dimana tempat atau lahan parkir 
tersebut dikelola oleh lima orang juru parkir dan tidak menutup 
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kemungkinan kesemrautan yang sering terjadi di lokasi tersebut 
menyebabkan kemacetan di sekitar Jalan Dr. Sam Ratulangi. 
Masih terkait dengan permasalahan penempatan titik-titik parkir dan 
jumlah juru parkir yang tersebar di Kota Makassar yang mana dari 
fenomena yang terjadi di lapangan banyak lokasi dan titik-titik parkir yang 
diluar dari 989 titik atau tempat parkir dan yang dikelolah oleh 1352 juru 
parkir, bermunculan juru parkir liar. Fenomena ini seakan-akan menjadi 
hal yang lumrah dan kurang mendapat perhatian khusus dari pihak 
pengelola perparkiran di Kota Makassar dalam hal ini Perusahaan Daerah 
(PD) Parkir Makassar Raya. Namun dari hasil wawancara langsung di 
lapangan yang dilakukan penulis dangan salah seorang informan dari 
pihak Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar menyatakan bahwa: 
“Sebenarnya pihak kami sudah lama melakukan beberapa cara 
dalam hal mengantisipasi lonjakan dan timbulnya tempat-tempat 
parkir liar di Kota Makassar, namun perlu digaris bawahi bahwa 
berbicara masalah dunia perparkiran di Kota Makassar yang 
merupakan salah satu kota besar itu syarat akan prinsip 
premanisme. Artinya setiap tempat-tempat parkir liar di Kota 
Makassar ini dibelakangi oleh oknum-oknum tertentu salah satunya 
itu preman.” (Hasil wawancara langsung dengan aparatur dari 
Perusahaan Parkir (PD) Makassar Raya, 2015) 
Dari hasil wawancara langsung penulis tersebut diatas 
memperlihatkan bahwa selama ini banyaknya lokasi-lokasi parkir liar yang 
tersebar di beberapa wilayah di Kota Makassar terutama di kawasan-
kawasan perbelanjaan seperti di area luar dari Mall Panakukang serta 
area sepanjang Jalan Cendrawasih dekat Pasar Senggol pada malam hari 
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itu sangat syarat atau kental dengan nuansa preman-preman yang 
membelakangi para juru-juru parkir liar di area tersebut, dan salah satu 
penyebab utama kemacetan di wilayah tersebut adalah banyaknya juru-
juru parkir yang berdiri ditengah-tengah jalan membuat pengguna jalan 
jadi terganggu. Fenomena-fenomena seperti inilah yang sebenarnya 
menurut penulis butuh perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Makassar 
terkhusus buat Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya karena 
hal ini jelas-jelas manggangu bahkan merusak tata ruang Kota Makassar. 
Prihal yang berikutnya yang mana hal ini masih termasuk pada 
ranah wewenang pengelolaan yang dimiliki oleh pihak Perusahaan 
Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar adalah terkait masalah 
pengelolaan karcis yang selama ini dilakukan atau dipungut langsung oleh 
para juru parkir yang bekerja dilapangan itu sangat sederhana. Dimana 
karcis yang di peroleh oleh para juru parkir itu berasal atau dicetak dari 
kantor Perusahaan Daerah Parkir yaitu terdiri atas dua jenis atau macam 
karcis. Dua jenis tersebut untuk kendaraan roda dua (motor) dan karcis 
untuk kendaraan roda empat (mobil). 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis langsung 
dilapangan menunjukkan bahwa juru parkir untuk sekarang ini tidak lagi 
terlalu berpatokan pada karcis. Hal ini disebabkan karena sekarang ini 
setoran juru parkir sudah tidak lagi berdasarkan atas jumlah atau berapa 
karcis yang keluar atau dipergunakan. Namun, fenomena yang terjadi 
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dilapangan untuk sekarang ini yaitu dimana setoran pungutan yang 
diperuntukkan untuk disetor oleh para juru parkir yang tersebar di 18 
wilayah di Kota Makassar itu sudah ditentukan atau dipatok langsung oleh 
pihak terkait yaitu dalam hal ini Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar 
Raya Kota Makassar dengan pertimbangan sesuai dengan kondisi lahan 
parkir yang juru parkir sendiri kelola atau tempati. Untuk kendaraan roda 
dua (motor) dikenakan biaya jasa parkir sebesar Rp. 1.000,00 untuk sekali 
parkir, sedangkan untuk kendaraan roda empat (mobil) dikenakan biaya 
jasa parkir sebesar Rp. 2.000,00 untuk sekali parkir, itu sesuai dengan 
peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika karcis habis maka juru 
parkir akan minta pada kolektornya masing-masing, kolektor akan 
mengambil karcis di kantor Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar 
Raya Kota Makassar. Perlu untuk diketahui bersama bahwa sekarang ini 
Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar 
mempekerjakan 17 orang kolektor untuk memungut tagihan retribusi parkir 
kepada para juru parkir yang ada di lapangan. 
Berbicara masalah proses pemungutan retribusi parkir di Kota 
Makassar, yang menurut hasil penelitian yang dilakukan langsung oleh 
penulis itu dimulai dari para juru parkir yang melakukan pungutan 
terhadap pengguna jasa parkir yang diteruskan lagi ke para kolektor, dan 
yang terakhir para kolektor ini malanjutkannya ke Bendahara Perusahaan 
Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar. Berikut ini merupakan 
gambaran skema pemungutan ratribusi jasa parkir yang dilakukan 
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Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar kepada 
para juru parkir yang tersebar di 18 wilayah di Kota Makassar. 
Gambar 5. 
Skema Pemungutan Retribusi Jasa Parkir di Kota Makassar
 
Berdasarkan gambar skema tersebut di atas sudah dapat dilihat 
bagaimana proses pemungutan retribusi parkir yang selama ini diterapkan 
oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar yang 
mana proses pemungutan oleh kolektor kepada para juru parkir itu 
dilakukan dua kali sehari yaitu pada pukul 12.00 pada siang serta pada 
pukul 21.00 pada malam disetiap harinya. Sistem yang selama ini 
dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya 
adalah sistem bagi hasil antara jukir dengan kolektor dan antara kolektor 
dengan pihak yang terkait yaitu Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar 
Raya sudah ditentukan. Dimana mereka telah menyepakati bahwa setelah 
terkumpul uang hasil dari karcis maka juru parkir akan menyetor kepada 
kolektor sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, dimana kolektor 
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akan menyetor ke kantor Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar. Hasil 
yang di setor di Perusahaan Daerah (PD) Kota Makassar tidak dibagi ke 
kolektor karena sudah dapat gaji tetap tiap bulan. Seperti yang di 
ungkapkan informan yang merupakan salah seorang juru parkir, berikut 
kutipan wawancaranya 
“Ada kolektor yang biasa datang tiap hari minta uang untuk di setor 
di kantor, saya setor sama kolektor itu Rp. 15.000 setiap hari begitu 
karena memang sudah ditentukanmi biar banyak ji biar juga sedikit 
yang parkir”. (Hasil wawancara langsung dengan Dg.Tallasa (juru 
parkir, 41 Tahun).pada tanggal 20 Januari 2015).  
Dari hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa setiap 
juru parkir resmi sudah ditetapkan jumlah setorannya tiap hari yakni Rp. 
15.000 jadi sebelum kolektor datang menagih mereka sudah menyiapkan 
uang yang akan mereka setor kepada kolektor. Dalam kegiatan ini dapat 
kita lihat bahwa penggunaan karcis jasa parkir tidak lagi berfungsi sebagai 
patokan dari setoran juru parkir kepada Perusahaan Daerah Parkir. 
Setoran yang dilakukan para juru parkir resmi sudah tidak seperti dulu 
lagi, dimana dulunya setoran sesuai dengan karcis yang di robek atau 
terpakai tapi sekarang jumlah setoran yang harus disetor sesuai dengan 
yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar 
Raya. 
Dari segi realisasi pendapatan PD.Parkir Makassar Raya terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sejak tahun 2011 hingga 2014 
Perusahaan Daerah  (PD)  Parkir Makassar Raya sudah mampu 
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meningkatkan realisasinya namun disisi lain belum mampu mencapai 
target dari yang telah disepakati. Berikut data target dan realisasi yang 
diperoleh penulis terkait hal tersebut. 
Tabel 6. 
Target dan realisasi pendapatan PD. Parkir Makassar Raya 
No Tahun Target Realisasi Ket 
1 2011 Rp.7.756.126.000,00 Rp.6.680.673.674,00 86,13 % 
2 2012 Rp.9.982.549.200,00 Rp.8.405.311.750,00 84,20 % 
3 2013 Rp.11.336.363.232,00 Rp.9.317.492.475,00 82,19 % 
4 2014 Rp.11.406.690.444,00 Rp.9.207.800.945,00 80, 72 % 
Sumber : Pendataan PD. Parkir Makassar Raya tahun 2014 
Dari tabel target dan realisasi pendapatan Perusahaan Daerah 
(PD) Parkir Makassar Raya dalam hal mengelola parkir ini memberikan 
suatu gambaran bahwa pada tahun 2011 Perusahaan Daerah (PD) Parkir 
Makassar Raya dapat mencapai sebesar 86,13% sedangkan pada tahun 
2014 Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya hanya mampu 
mencapai realisasinya sebesar 80% namun belum mampu mencapai 
targetnya, Hal tersebut di dasari oleh beberapa faktor yang menghambat 
di lapangan yakni dalam faktor pengawasan yang dilakukan oleh 
Perusahaan Daerah (PD) Parkir dalam hal pengumutan retribusi parkir, 
kurangnya pengawasan terhadap kolektor parkir sehingga kemerosotan 
pendapatan parkir kurang terakomodir secara efektif dan faktor 
selanjutnya yakni merebaknya juru parkir liar sehingga lahan parkir yang 
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seyogyanya dikelola penuh oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir 
Makassar Raya terpecah karena adanya tukang parkir liar. Sehingga 
berimbas pada pendapatan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar 
Raya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir belum mampu mencapai target 
realisasinya sampai 100%. Berdasarkan panjelasan itulah kita sudah 
dapat melihat kekurangan dan keberhasilan yang dimiliki oleh Perusahaan 
Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar selaku pengelola 
dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya terkait pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi 
Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar. 
Sekedar tambahan terkait masalah pengelolaan parparkiran di Kota 
Makassar yaitu penglibatan pihak ketiga dalam hal pengelolaan parkir. 
Dimana di dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 
17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam 
Daerah Kota Makassar dikatakan bahwa “Direksi berwenang melakukan 
kerja sama dengan pihak ketiga yang menguntungkan Perusahaan 
Daerah dalam membangun/menata tempat parkir dengan persetujuan 
Badan Pengawas”. Menanggapi hal tersebut, maka dapat dibenarkan 
bahwa selama ini pihak Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya 
banyak menggalang kerjasama dengan pihak-pihak swasta dalam 
penegelolaan tempat-tempat parkir. Pihak ketiga yang dimaksud adalah 
toko-toko dan tempat yang mendatangkan keramaian yang lahan 
parkirannya tepat berada ditepi jalan raya, yang dapat menguntungkan 
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kedua belah pihak. Berikut merupakan kutipaan wawancara penulis 
dengan salah seorang informan. 
“Betul kalau selama ini kami dari pihak pengelola atau Perusahaan 
Daerah (PD) Parkir Makassar Raya itu menjalin kerjasama dalam 
hal pengelolaan dengan pihak toko ada pembagian setoran ke 
PD.Parkir dan setoran ke pemilik toko. Disini kita saling 
menguntungkanji.” (hasil wawancara langsung dengan seorang 
Juru Parkir di Jalan Bolevard, 2015). 
Dari penjelasan di atas, sudah dapat dilihat bahwa pelaksanaan 
dari pada kerjasama dengan pihak ketiga itu jelas memberikan konstribusi 
yang besar terhadap pemasukan Perusahaan Daerah (PD) Parkir 
Makassar itu sendiri terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 
Makassar. 
4.3.   Pembinaan Kepada Pengguna Tempat Parkir dan Juru Parkir 
Persoalan berikutnya yang manjadi hal pokok terkait dengan 
pengelolaan perparkiran tepi jalan umum di Kota Makassar dimana dalam 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar 
adalah masalah pembinaan. Pembinaan sendiri dalam buku Tri Ubaya 
Sakti yang dikutip oleh Musanef dalam bukunya yang berjudul Manajemen 
Kepegawaian di Indonesia disebutkan bahwa, yang maksud pembinaan 
adalah “segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan 
perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, 
penggunaan serta penegndalian segala sesuatu secara bardaya guna dan 
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berhasil guna”. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir 
Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar BAB IV pasal 11 
dikatakan bahwa direksi berkewajiban melakukan pembinaan kepada 
pengguna tempat parkir dan juru parkir. 
Menanggapi hal tersebut, terkait masalah pembinaan maka direksi 
dalam hal ini Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya telah 
melakukan beberapa cara terkait dengan proses pembinaan. Dimana 
dalam proses pembinaan yang dimaksud yaitu pembinaan yang ditujukan 
kepada pengguna tempat parkir atau masyarakat pengguna jasa parkir, 
dan yang paling utama adalah kepada juru-juru parkir yang bekerja di 
ruas-ruas jalan yang ada di wilayah Kota Makassar. 
Pertama, pembinaan kepada pengguna tempat parkir. Pembinaan 
yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar 
Raya terhadap pengguna tempat parkir dalam hal ini masyarakat 
pengguna jasa parkir baru sebatas sosialisasi dengan cara komunikasi 
tidak langsung atau dengan kata lain ada semacam media perantara, 
antara pihak Perusahaan Paerah (PD) Parkir Makassar Raya selaku 
pengelola kapada masyarakat selaku pengguna tempat dan jasa parkir. 
Bentuk pembinaan pertama yang dilakukan oleh Perusahaan 
Paerah (PD) Parkir Makassar Raya yang bekerjasama dengan beberapa 
instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Makassar serta Satuan 
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Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar yaitu tentang 
pelarangan memarkir kendaraan di sembarangan tempat. Hal ini 
dilakukan dengan cara memasang rambu-rambu lalulintas di beberapa 
titik atau ruas jalan yang ada di Kota Makassar. Terkait persoalan 
larangan parkir disembarangan tempat, ini mandapatkan perhatian khusus 
dari pihak-pihak terkait. Berikut ini merupakan pernyataan dari Direktur 
umum PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar kepada penulis terkait 
hal tersebut. 
“Salah satu pembinaan yang selama ini kami galakkan yaitu 
pembinaan yang kami tujukan bagi para pengguna jasa parkir atau 
masyarakat yaitu pembinaan akan tempat-tempat atau ruas-ruas 
yang dilarang untuk dijadikan sebagai tempat parkir. Dimana dalam 
melakukan pembinaan ini kami dari pihak Perusahaan Daerah (PD) 
Parkir Makassar Raya bekerja sama dengan pihak terkait seperti 
dari Dinas Perhubungan Kota Makassar dan pihak Satuan Lalu 
Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar. pembinaan yang kami 
lakukan tersebut seperti pemasangan rambu-rambu lalu lintas 
seperti dilarang stop atau dilarang parkir”. (hasil wawancara 
langsung dengan Direktur umum PD. Parkir Makassar Raya Kota 
Makassar, Aryanto Dammar: 2015). 
Berdasarkan hasil wawancara langsung tersebut di atas yang 
ditunjang dengan hasil observasi langsung yang di lakukan oleh penulis, 
memperlihatkan bahwa betul selama ini bahwa memang ada semacama 
pembinaan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir 
Makassar Raya terkait pembinaan bagi para pangguna tempat parkir 
barupa pemasangan tanda-tanda atau rambu-rambu lalu lintas. Dimana 
peruntukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas ini yaitu agar para 
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pengguna tempat parkir mengetahui bahwa area atau wilayah tersebut 
merupakan area larangan memarkir kendaraan. 
Sehungan dengan permasalahan tersebut, Perusahaan Daerah 
(PD) Parkir Makassar Raya yang bekarjasama dengan Dinas 
Perhubungan Kota Makassar menentapkan beberapa ruas jalan yang ada 
di wilayah Kota Makassar sebagai area atau jalan yang dilarang untuk 
memarkir kendaraan. Penetapan babarapa ruas jalan di Kota Makassar 
sebagai area atau zona larangan parkir ini bertujuan agar mengurai 
kemacetan yang sering terjadi di area tersebut. Berikut ini merupakan 
daftar atau jumlah ruas jalan yang masuk dalam area larangan parkir di 
Kota Makassar. 
Tabel 3. 
Zona Bebas Parkir Kota Makassar 
No. Ruas Jalan 
1 Jalan. A.P. Pettarani 
2 Jalan. Jend Ahmad Yani 
3 Jalan. Sultan Hasanuddin 
4 Jalan. Urip Sumoharjo 
5 Jalan. R.A. Kartini 
6 Jalan. Haji Bau 
Sumber: Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya 
Dari tabel tersebut diatas, kita sudah dapat melihat bahwa 
beberapa ruas jalan tersebut diatas masuk dalam zona bebas parkir di 
Kota Makassar. Fakta lain yang terjadi di lapangan dimana masih banyak 
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pengguna jalan atau pemilik kendaraan yang masih mamarkir kendaraan 
mereka di ruas jalan tersebut di atas. Sedangkan ruas-ruas jalan tersebut 
sudah masuk dalam zona bebas parkir. Namun, disisi lain masyarakat 
juga berdalil bahwa mereka memarkir kendaraan mareka karena tidak 
tersedianya lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang terkait. 
Salah satu contoh di sekitaran jalan R.A. Kartini tepatnya di depan 
Pengadilan Negeri Khusus Kelas 1 Makassar, dimana disetiap harinya 
banyak pengguna jalan yang memarkir kendaran mereka di ruas jalan 
tersebut. 
“Dimana lagi saya memarkir saya punya mobil, sedangkan tempat 
parkir di dalam (lahan parkir PN. Makassar) sudah penuh dan lagi 
saya memarkir kendaraan saya disini karena petunjuk dari tukang 
(juru) parkir disini”. (Hasil wawancara langsung dengan salah 
seorang pengguna jasa parkir di Jalan. R.A. Kartini Makassar, 
2015) 
Ini memperlihatkan bahwa bentuk pembinaan terhadap pengguna 
tempat parkir belum barjalan maksimal karena masih banyak masyarakat 
yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan pihak 
Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Perusahaan Daerah (PD) Parkir 
Makassar Raya yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota 
Makassar. Bahkan masyarakat banyak yang tidak mengetahui ruas-ruas 
jalan mana di Makassar yang termasuk dalam area atau zona bebas 
parkir dan ini merupakan suatu persoalan yang tidak bisa dipungkiri. Hal 
ini sebenarnya menurut penulis sendiri merupakan permasalahan yang 
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perlu untuk masyarakat sendiri juga harus sadari akan ketertiban dan 
kepatuhan kepada paraturan yang telah dikeluarkan oelh pemerintah. 
Hal berikutnya yang masih terkait masalah pembinaan terhadap 
pengguna tempat parkir yaitu tantang besaran biaya atau ongkos jasa 
parkir yang harus di bayarkan dari pengguna jasa parkir di Kota Makassar 
kepada juru-juru parkir yang bekerja di lapangan. Terkait persoalan 
tersebut, pihak Perusahaan Paerah (PD) Parkir Makassar Raya telah 
menekankan bahwa besaran tariff jasa pengguna parkir di Kota Makassar 
itu berkisar Rp. 1.000,00 untuk pengguna roda dua (sepeda motor) dan 
Rp. 1.500,00 untuk pengguna roda empat (mobil), dan penetapan tersebut 
menurut pihak Perusahaan Paerah (PD) Parkir Makassar Raya telah 
mensosialisasikannya kepada masyarakat. Berikut ini merupakan 
penutiran salah seorang informan terkait penyataan tersebut. 
“Terkait persoalan kami menyampaikan besaran tarif jasa parkir 
kepada masyarakat itu kami lakukan dengan cara memasang 
semacam pengumuman di jalan yang kami pasang di bawah 
rambu-rambu lalu lintas tentang tempat parkir”. (hasil wawancara 
langsung dengan Direktur umum PD. Parkir Makassar Raya Kota 
Makassar, Aryanto Dammar: 2015). 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas yang dibandingkan 
dengan hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis, dapat 
dibenarkan bahwa penyataan yang dikatakan oleh Direktur Utama PD 
Parkir Makassar Raya Kota Makassar bapak Aryanto Dammar itu benar 
dan dapat dijadikan sebagai pembenaran akan pernyataan tersebut. 
Selain dengan sarana tersebut diatas, pihak Perusahaan Paerah (PD) 
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Parkir Makassar Raya telah sering juga menghimbau kepada para 
pengguna tempat parkir dalam hal ini masyarakat agar setiap kali 
memarkir kendaraan miliknya agar membiasakan diri juga untuk meminta 
karcis atau bukti parkir kepada para juru-juru parkir yang tersebar di 
seluruh wilayah di Kota Makassar. Maka dengan demikian secara tidak 
langsung pihak Perusahaan Paerah (PD) Parkir Makassar Raya telah 
memberikan pembinaan kapada masyarakat terkait dengan basaran tarif 
jasa parkir dan juga selalu membiasakan membayar tarif sesuai dengan 
apa yang tercantum secara jelas di dalam karcis yang telah disediakan 
oleh Perusahaan Paerah (PD) Parkir Makassar Raya melalui juru-juru 
parkir. 
Kedua, masih terkait dengan persoalan pembinaan yaitu 
pembinaan yang ditujukan kepada para juru-juru parkir yang tersebar di 
seluruh wilayanya yang ada di Kota Makassar dan sehari-harinya bekerja. 
Berbeda dengan pembinaan yang dilakukan atau digalakkan oleh pihak 
Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya kepada pengguna tempat 
parkir, disini pihak Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya yang 
bekerjasama dengan pihak atau instasi-intasi terkait seperti Dinas 
Perhubungan Kota Makassar dengan Polisi Satuan Lalulintas (Satlantas) 
Polrestabes Makassar cenderung menggunakan sistem pembinaan yang 
dilakukan secara langsung. Pembinaan secara langsung yang dimaksud 
yaitu melalui penyuluhan berupa seminar, serta pembinaan secara fisik 
dengan melakukan pelatihan langsung. Berikut ini merupakan kutipan 
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hasil wawancara langsung penulis dengan salah seorang informan terkait 
dengan pembinaan terhadap juru parkir. 
“Dalam melakukan pembinaan kepada para juru parkir, itu selama 
ini kita lakukan dengan cara memberikan penyuluhan berupa 
kegiatan seminar yang mana itu kita lakukan rutin setiap belunnya 
bahwkan bisa dua kali sebulan. Selain itu kita juga gelar kegiatan 
pembinaan secara fisik untuk dilakukan dilapangan. Dimana semua 
kegiatan tersebut kita laksanakan atas kerjasama dengan beberapa 
instansi terkait seperti dari Dinas Perhubungan dan Polisi Satuan 
Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar.” (hasil wawancara 
langsung dengan Direktur umum PD. Parkir Makassar Raya Kota 
Makassar, Aryanto Dammar: 2015). 
Dari pernyataan tersebut diatas dapat dilihat bahwa telah bnayak 
upaya yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah (PD) Parkir 
Makassar Raya Kota Makassar selaku pemengang kewenangan langsung 
terkait dengan persoalan pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Makassar 
terkhusus terkait masalah pembinaan yang dilakukan kepada juru parkir. 
Pembinaan itu baik berupa seminar, maupun pelatihan secara langsung. 
a. Penyuluhan Melalui Seminar 
Seminar yang marupakan salah satu bentuk pembinaan yang 
dilakukan pihak Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota 
Makassar melalui badan pengawas itu merupakan salah satu upaya 
dalam memberikan pengarahan secara langsung melalui kegiatan tatap 
muka. Melalui kegiatan seminar inilah diharapakan para juru-juru parkir 
dapat ditransformasikan atau dengan kata lain diberikan pengetahuan. 
Dimana nantinya pengetahuan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna 
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dangan memberikan petunjuk-petunjuk sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam peraturan yang telah dirumuskan dalam keputusan rapat 
Badan Pengawas dengan Direksi Perusahaan Daerah (PD) Parkir 
Makassar Raya Kota Makassar. 
Dalam kegiatan seminar yang dilakukan tersebut merupakan media 
untuk mendengar keluhan-keluhan yang dihadpai oleh para juru-juru 
parkir yang bekerja dilapangan. Selain itu dalam kegiatan seminar itu juga 
sebagi media untuk memberikan pengetahuan tentang tatacara 
melaksanakan kegiatan parkir yang sehari-harinya dilakukan oleh para 
juru parkir sehingga dapat mengurai dampak kemacetan yang sering 
disebut-sebut disebabkan oleh parkir yang tidak teratur atau tidak tertib.  
b. Pelatihan 
Hal berikutnya yang menjadi bagian dari bentuk pembinaan yang 
ditujukan kepada para juru-juru parkir yang sehari-harinya bekerja 
dilapangan yaitu dengan cara memberikan semacam palatihan secara 
langsung. Pelatihan yang diberikan ini semacam pembelajaran teknik 
secara langsung ketika bertugas di lapangan dan merupakan tindak lanjut 
dari hasil seminar yang rutin dilaksanakan hampir setiap bulannya oleh 
pihak Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar. 
Sama halnya pada pembinaan-pembinaan sebelumnya dalam 
melaksanakan pembinaan dalam bentuk pelatihan langsung ini 
Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar juga 
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bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar serta Polisi dari 
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar yang mana semua 
pihak yang terkait ini melakukan pelatihan terkait dengan tatacara 
meletakkan atau memarkir kendaraan saat sedang menjalankan profesi 
mereka sebagai juru parkir di jalan. 
“Selama ini kita juga rutin dalam memberikan pelatihan berupa 
praktek-praktek dilapangan terkait dengan tatacara mengatur 
kendaraan yang hendak akan di parkir, dan semuanya itu kami 
lakukan atas kerjasama kita dengan instansi-instansi terkait seperti 
Dinas Perhubungan Kota Makassar serta Polisi dari Satuan Lalu 
Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar.” (hasil wawancara 
langsung dengan Direktur umum PD. Parkir Makassar Raya Kota 
Makassar, Aryanto Dammar: 2015). 
Dari hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis yang 
dibandingkan juga dengan hasil pengamatan yang penulis berhubungan 
dengan pembinaan kepada juru parkir takait tatacara mengatur 
pengendara atau pengguna jalan yang hendak memarkir kendaraannya 
itu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pihak Perusahaan 
Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar sebagai pengelola. 
Hal ini terbukti dengan adanya pembinaan pelatihan yang sering dilakukan 
di beberapa lokasi di Kota Makassar seperti area Parkir Kantor Balaikota 
Makassar dan Lapangan Mako Brimob Polda Sulselbar yang letaknya 
tidak jauh dari Kantor Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya 
Kota Makassar, dimana kegiatan ini sering juga disaksikan secara 
langsung oleh Bapak Walikota Makassar. 
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Dari penjelasan tersebut di atas, maka penulis sudah dapat 
menganalisis bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pihak Perusahaan 
Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar selaku pengelola itu 
jelas adanya. Namun, secara garis besar masih sangat banyak juru-juru 
parkir yang tidak memanfaatkan ilmu yang telah diberikan oleh para 
instruktur-instruktur mereka baik itu yang berasal dari pihak Perusahaan 
Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar maupun dari pihak 
Dinas Perhubungan Kota Makassar dan dari pihak Kepolisian dalam hal 
ini Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar yang dari hasil 
penelitian penulis menunjukkan keseriusan dari ketiga instasi ini dalam 
memberikan arahan-arahan serta petunjuk secara praktek. Tapi faktanya 
masih sangat banyak juru parkir resmi yang tidak mengindahkan prihal 
tersebut. 
4.4. Pengawasan Terhadap Perparkiran di Kota Makassar 
Sebagaimana yang telah lebih dulu dipaparkan oleh penulis dalam 
tulisan ini, dimana salah hal yang memegang peranan yang sangat 
penting dalam melihat pencapain dari pada pelaksanaan kebijakan 
tentang pengelolaan parkir tepi jalan di derah Kota Makassar. Dimana 
dalam kebijakan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum 
Dalam Daerah Kota Makassar pasal 12 dikatakan bahwa “pengawsan 
terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peratura daerah ini 
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ditetapkan oelh Direksi sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-
undangan yang berlaku”. Dari kutipan tersebut, maka penulis berpendapat 
bahwa pengawasan sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting 
untuk dilakuakan dalam melaksanakan isi dari pada kebijakan 
pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam daerah Kota Makassar. 
Dari pernyataan tersebut diatas, maka tidak ada salahnya kalau 
penulis mengambil suatu pendapat ahli dimana, George R. Tery 
(2006:395) mengartikan pengawasan sebagai bentuk mendeterminasikan 
apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan 
apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil 
pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika 
digabungkan pernyataan-pernyataan tersebut, maka pengawasan itu 
dilaksanakan guna melihat hasil yang telah dicapai dan memberikan point 
dari pencapaian yang telah dicapai. 
Melihat hal tersebut, maka penulis membagi lagi bentuk 
pengawasan yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah (PD) Parkir 
Makassar Raya selaku pengelola yaitu pengawasan terhadap parkir 
resmi, pengawasan terhadap perkir tidak resmi. Hal ini dilakukan oleh 
penulis karena melihat perkembangan sekarang ini, dimana bukan saja 
banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para juru parkir liar tetapi 
banyak juga yang justru dilakukan oleh para juru parkir resmi yang secara 
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garis besar itu merupakan naungan langsung dari Perusahaan Daerah 
(PD) Parkir Makassar Raya selaku pengelola. 
Perihal pertama yang menadi pembahasan terkait persoalan 
pengawasan yaitu pengawasan terhadap juru parkir resmi. Sebagaimana 
yang kita ketahui bersama bahwa sekarang ini Perusahaan Daerah (PD) 
Parkir Makassar Raya mengelola 18 wilayah pakir di Kota Makassar 
dengan jumlah jukir 1352 orang dan itulah yang masuk sebagai juru parkir 
resmi di Kota Makassar. Dimana dari hasil pengamatan langsung 
dilapangan yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa tidak sedikit 
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir resmi. 
Pelanggaran-pelannggaran tersebut diantaranya banyaknya temuan 
dimana juru parkir resmi tidak memakai seragam mereka sebagai juru 
parkir, kurangnya ketertiban dalam menempatkan kendaraan yang hendak 
diparkir, sera pelanggaran dalam menentukan besaran retribusi jasa parkir 
yang tidak seragam dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Mengenai pemakain atribut bagi para juru parkir resmi, 
sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 point E Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan 
Umum Dalam Daerah Kota Makassar dikatakan bahwa “juru parkir wajib 
menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh 
direksi”. Hal ini juga diperjelas dengan hasil wawancara langsung penulis 
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dengan salah seorang informan dari pihak Perusahaan Daerah (PD) 
Parkir Makassar Raya selaku pengelola. 
“Untuk pemakaian atribut bagi para juru parkir seperti rompi orange, 
tanda pengenal itu selalu kami doktrin agar selalu mengenakannya 
agar masyarakat dapat langsung mengetahui bahwa ini juru 
parkirnya dilokasi ini. Dan itu selalu juga di awasi oleh para 
kolektor-kolektor yang setiap hari turun menagih setoran retribusi”. 
(hasil wawancara langsung dengan Direktur umum PD. Parkir 
Makassar Raya Kota Makassar, Aryanto Dammar: 2015) 
Dari penjelasan tersebut di atas, sudah dapat dilihat bahwa adanya 
doktrin dari pihak Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya selaku 
pengelola terkait masalah pengunaan atribut, namun fakta yang terjadi 
dilapangan berbanding terbalik dengan apa yang dipaparkan pada 
pernyataan tersebut di atas. Dimana dari hasil penelitian dan pengamatan 
yang dilakukan oleh penulis memberlihatkan banyaknya juru parkir yang 
justru tidak memakai atribut juru parkir baik itu berupa rompi yang 
berwarna orange maupun tanda pengenal. Salah satu alasan ketika 
penulis mempertanyakan kepada juru parkir mengenai pemakaian atribut 
juru parkir yaitu karena mereka manyatakan tidak ada masalah dengan 
hal tersebut dan tidak ada paksaan. Artinya dalam hal pemakaian artibut 
seperti pemakaian rompi itu menurut mereka merupakan hal yang tidak 
penting dan tidak mendapatkan teguran yang tegas dari pihak 
Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya selaku pengelola. Hal 
inilah salah satu hal yang memperlihatkan bahwa Perusahaan Daerah 
(PD) Parkir Makassar Raya selaku pengelola masih kurang dalam 
melakukan pengawasan kapada juru parkir resmi dalam penggunaan 
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atribut dan hal ini sebenarnya sangat penting karena penggunaan atribut 
juru parkir inilah yang membedakan antara juru parkir resmi dengan juru 
parkir liar yang tersebar di mana-mana di wilayah Kota Makassar. 
Prihal selanjutnya masih menyangkut persoalan pengawasan 
terhadap juru parkir resmi di wilayah Kota Makassar yaitu dalam hal 
penempatan kendaraan yang hendak memarkir kendaraan. Sebagaimana 
yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota 
Makassar pasal 10 point B dikatakan bahwa “Juru parkir diwajibkan 
menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu 
lintas orang, barang dan kendaraan”. Melihat isi pernyataan dalam 
peraturan tersebut, maka sudah barang pasti bahwa pihak Perusahaan 
Daerah (PD) Parkir Makassar Raya selaku pengelola sudah wajib 
melakukan pengawasan yang intensif terkait hal tersebut. Malihat hal 
tersebut pihak Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya melalui 
wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis dengan salah seorang 
informan menyatakan bahwa: 
“Setiap harinya itu wajib kita adakan yang namanya patroli. Patroli 
ini dilakukan guna sebagai bentuk pangawasan yang kami lakukan 
terhadap para juru parkir yang tersebar di beberapa titik di Kota 
Makassar, dan melalui kegiatan partroli inilah kita mengawasi 
bagaimana para juru parkir manaati tata cara menempatkan 
kendaraan yang teratur sehingga tidak mengganggu kelancaran 
lalu lintas”. (hasil wawancara langsung dengan Direktur umum PD. 
Parkir Makassar Raya Kota Makassar, Aryanto Dammar: 2015) 
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Berdasarkan hasil penyataan tersebut diatas dapat dikatakan 
bahwa betul ada upaya yang dilakukan pihak Perusahaan Daerah (PD) 
Parkir Makassar Raya selaku pemegang tanggung jawab mengelola 
dalam hal pengawasan dalam hal ketertiban menempatkan kendaraan 
melalui kegiatan patroli. Namun, fakta yang terjadi dilapangan 
menunjukkan bahwa masih banyak kemacatan-kemacetan yang terjadi di 
beberapa ruas jalan di Kota Makassar yang disebabkan karena kurang 
tertibnya juru parkir dalam menempatkan kendaraan yang hendak akan 
diparkir. Maka dengan demikian kita dapat melihat bahwa kegiatan patroli 
yang setiap harinya dilakukan ini masih kurang efektif. Salah satu hal yang 
menyebabkannya karena kurangnya armada atau kendaraan operasional 
yang digunakan dalam kegiatan patroli. Perusahaan Daerah (PD) Parkir 
Makassar Raya saat ini hanya memiliki satu unit kendara patroli yang 
setiap harinya melakukan pangawasan di 18 wilayah parkir dengan jumlah 
jukir 1352 orang yang tersebar di Kota Makassar, hal inilah yang menurut 
penulis butuh perhatian khusus terutama penambahan armada 
operasional agar kagiatan tersebut dapat berjalan efektif. 
Persoalan terakhir yang menjadi sorotan dalam penelitian ini yaitu 
terkait dengan prihal penetapan tarif jasa parkir yang tetapkan oleh para 
juru parkir resmi di wilayah Kota Makassar. Dimana dari hasil pengamatan 
yang dilakukan oleh penulis terkait perihal tersebut menjukkan bahwa 
sebagian besar para juru parkir yang tiap harinya beraktifitas di Kota 
Makassar tidak menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh 
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Pemerintah Kota Makassar terkait persoalan tarif rertibusi jasa parkir yang 
berlaku di Kota Makassar. 
Sebagaimana yang yang tercantum dalam struk (karcis) jasa 
pelataran parkir tepi jalan umum yang didasari pada Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi 
Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar serta Surat Keputusan 
Walikota Makassar No. 935/S.Kep/188.342/2006 dimana tarif jasa parkir 
untuk kendaraan roda dua (motor) itu sebesar Rp. 1.000,- untuk sekali 
parkir dan Rp. 1.500,- untuk kendaraan roda empat (mobil) sekali parkir. 
Sebagaimana penuturan dari salah seorang informan dari pihak 
Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya selaku pengelolah. 
“Berbicara persoalan tarif parkir tepi jalan umum di Kota Makassar 
ini itu tidak ada yang lebih dari Rp. 2.000,- untuk sekali parkir, untuk 
motor Rp. 1.000,- dan untuk mobil Rp. 2.000,- dan saya kira itu 
telah jelas tercantum di karcis. Makanya selalu kami himbau 
kepada masyarakat yang menggunakan jasa parkir agar kiranya 
membiasakan diri untuk meminta karcis setiap kali memarkir 
kendaraannya”. (Hasil wawancara langsung dengan Direktur umum 
PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar, Aryanto Dammar: 2015) 
Hal tersebut didukung oleh data yang diperoleh penulis dari pihak 
Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar selaku 







Jenis Pungutan dan Tarif Jasa Parkir Serta Retribusi di Tepi Jalan 
Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2014 







Jasa Pelataran Parkir Insidentil Tepi 
Jalan Umum Dan Pelataran Khusus 
Rp. 1,000 Rp. 2,000 
2. 
Jasa Pelataran Parkir Insidentil Bahari 
Anjungan Pantai Losari 
Rp. 1,000 Rp. 2,000 
3. 
Jasa Pelataran Parkir Langganan 
Bulanan 
Rp. 1,000 Rp. 2,000 
4. 
Jasa Parkir Pelataran Umum Khusus 
Angkutan Komersil 
- Rp. 2,000 
5. 
Jasa Pelataran Parkir Tepi Jalan Umum 
Wilayah Pasar 
Rp. 1,000 Rp. 2,000 
6. Jasa Pelataran Parkir Khusus Alaska Rp. 1,000 Rp. 2,000 
7. 
Jasa Pelataran Parkir Wilayah 
Panakukkang Mas Asindo 
Rp. 1,000 Rp. 2,000 
8. 
Jasa Pelataran Parkir Tepi Jalan Dan 
Pelataran Umum 
Rp. 1,000 Rp. 1,500 
9. 
Jasa Pelataran Parkir Insidentil Khusus 
Rumah Sakit 
Rp. 1,000 Rp. 2,000 
10. 
Jasa Pelataran Parkir Insidentil 
Pelabuhan Soekarno 
Rp. 1,000 Rp. 2,000 
Sumber: Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya 
Dari data tersebutlah sehingga penulis melihat adanya perbedaan 
antara penetapan tarif yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Daerah 
(PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar selaku pengelolah dengan 
yang terapkan oleh para juru parkir di lapangan. Berikut ini merupakan 
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kutipan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis dengan 
salah satu informan dari kalangan juru parkir yang ada di lapangan. 
“Sudah lama disini itu kalau parkir motor Rp. 2.000,- kalau mobil 
kadang ada yang kasih Rp. 2.000,- sampai dengan Rp 5.000,-, 
yang punya kendaraan juga tidak minta bukti parkir (karcis) parkir 
mungkin karena buru-buru mau pergi”. (Hasil wawancara langsung 
dengan Dg Baso (juru parkir), Januari 2015) 
Dari kutipan tersebut yang merupakan informasi langsung dari objek 
penelitian dapat diperoleh informasi bahwa parkir yang jelas-jelas 
penetapan tarif berkisar antara Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 2.000,- 
sesuai dengan ketetapan pemerintah Kota Makassar dalam hal ini 
Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar selaku 
pengelolah itu malah dalam kenyataannya kita masih sering mendapatkan 
tukang parkir yang mengenakan tarif yang cukup bervariasi yang berkisar 
antar Rp. 2.000,- sampai dengan Rp. 5.000,- rupiah. Inilah slah satu hal 
yang membuktikan bahwa pembinaan terhadap para tukang parkir masih 
lemah. 
Persoalan selanjutnya terkait dengan prihal pengwasan yaitu 
pengawasan terhadap merebaknya parkir liar yang mewarnai pelataran-
pelataran parkir di Kota Makassar. Fenomena yang sekarang ini muncul di 
lingkungan-lingkungan masyarakat apalagi di sekitaran pusat-pusat 
keramaian yang ada di Kota Makassar yaitu merebaknya atau 
bermunculannya juru-juru parkir liar yang merupakan para juru parkir yang 
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tidak tercatat secara resmi di Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar 
Raya Kota Makassar selaku pengelola perparkiran di Kota Makassar. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis 
menemukan ada banyak titik-titik lokasi parkir yang tersebar di Kota 
Makassar yang dihuni oleh para juru parkir liar atau tidak resmi. Berikut ini 
merupakan sampel atau data beberapa titik-titik tempat parkir liar yang 
sekaligus dihuni oleh para juru parkir liar atau tidak resmi di wilayah Kota 
Makassar yang penulis jadikan sebagai patokan atau contoh bahwa 
sahnya ada beberapa titik parkir di Kota Makssar yang liar atau tidak 
resmi. 
Tabel 5. 
Wilayah dan Jumlah Juru Parkir Liar di Kota Makassar 
No. Lokasi/Jalan di Kota Makassar Jumlah Juru Parkir 
1 




Jln. Maccini Sawah (Samping Kantor 
Gabungan Dinas-dinas Kota Makassar) 
3-4 Orang 
3 
Jln. Boulevard – Jln. Pengayoman 
(Sekitar Wilayah Mall Panakukang) 
15-25 Orang 
4 
Jln. G. Bawakaraeng – Jln. Masjid Raya 
(Sekitar Wilayah Pasar Terong) 
10-12 Orang 
5 
Jln. Cenderawasih – Jln. Hati Mulia – 
Jln. K.S. Tubun (Sekitar Wilayah Pasar 
Senggol pada malam hari) 
25-35 Orang 
Sumber: Hasil Penelitian Penulis 2015 
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Berdasarkan data hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat 
dilihat banyaknya tempat atau titik-titik wilayah parkir di Kota Makassar 
yang dijadikan sebagai tempat parkir yang di luar dari pengawasan atau 
pengelolaan dari pada Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya 
dan data tersebut di atas baru merupakan sebagian dari bagitu banyak 
lokasi parkir yang ada di Kota Makassar. Banyaknya lokasi parkir liar di 
Kota Makassar bermunculan itu banyak disebabkan karena faktor 
kehidupan dan himpitan ekonomi. Berikut ini merupakan hasil wawancara 
penulis dengan informan juru parkir yang tidak resmi di Kota Makassar. 
“saya sendiri jadi juru parkir disini sudah hampir dua tahun bahkan 
mungkin sudah lebih dan tidak pernah di tegur, dan dari pada tidak 
ada pekerjaan kalau malam mending saya keluar jadi tukang parkir 
untuk dapat tambahan uang jajan atau belanja untuk anak isteri 
saya di rumah”. (Hasil wawancara dengan Dg. Kulle (Juru Parkir liar 
di Pasar Senggol), 2015) 
Dari hasil wawancara tersebut di atas, maka penulis dapat melihat 
bahwa selama ini banyaknya lokasi atau titik-titik tempat parkir liar di Kota 
Makassar disebabka karena kurangnya lapangan kerja yang tersedia bagi 
kalangan masyarakat bawah, sehingga masyarakat mengambil jalan atau 
inisiatif untuk manjadi juru parkir maskipun tercatat sebagai juru parkir liar. 
Hal yang berikutnya terkait dengan parkir liar di Kota Makassar 
yaitu tarif yang mereka terapkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
penulis di lapangan menunjukkan bahwa tarif jasa parkir yang diterapkan 
oleh para juru parkir liar atau tidak resmi justru lebih dari pada yang 
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ditarapkan oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota 
Makassar sebagai pihak pengelolah. 
“kalau disini itu kami semua sudah pantok tarif parkir yaitu kalau 
roda dua (motor) itu Rp. 2.000,- dan kalau roda empat (mobil) itu 
biasa Rp. 2.000,- biasa juga Rp. 5.000,-. (Hasil wawancara dengan 
Aco (juru parkir di depan Mall Panakukang), 2015) 
Selanjutnya yang manjadi sorotan penulis yaitu terkait persoalan 
setoran yang dilakukan oleh juru parkir. Kemana mereka menyetor. 
Berikut ini merupakan penuturan dari hasil wawancara penulis dengan 
juru parkir yang dijadikan sebagai informan. 
“kalau masalah setoran itu kita menyetor sekitar Rp. 30.000,- 
sampai dengan Rp. 40.000,- untuk setiap harinya kepada yang 
menyewa ruko ini dan kita disini ada lima orang”. (Hasil wawancara 
dengan Aco (juru parkir di depan Mall Panakukang), 2015) 
Berdasarkan dari pada hasil wawancara tersebut di atas, maka 
sudah dapat dilihat bahwa perihal munculnya tempat-tempat parkir liar 
terutama di sekitaran wilayah Mall Panakukang yang merupakan salah 
satu wilayah yang ramai akan kandaraan setiap harinya itu terstruktur dan 
terorganisir secara baik meskipun tidak resmi dan ada pihak-pihak atau 
orang-orang yang membelakangi kegitan mereka. 
Pihak Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota 
Makassar sendiri selaku pengelola terkait dengan merebaknya tempat-
tempat parkir liar di Kota Makassar yang merupakan salah satu penyebab 
utama terjadinya kemacetan yang tiap harinya mewarnai jalan-jalan utama 
di Kota Makassar terutama disekitaran pusat-pusat ketamaian seperti 
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pusat perbelanjaan tidak boleh serta merta menutup mata dan 
menyatakan bahwa hal tersebut bukan domain mereka selaku pengelola. 
Hal tersebut mandapat pernyataan langsung oleh informan dari hasil 
wawancara yang dilakukan oleh penulis. Berikut kutipan hasil wawncara 
tersebut. 
“sebenarnya parkir liar itu bukan domain kami karena mereka tidak 
memberikan sumbangsih kepada kami selaku pengelolah parkir 
resmi, namun karena kami selaku mitra dari pada Dinas 
Perhubungan maka dalam melakukan patroli itu kami selalu 
melakukan komunikasi dengan pihak lain seperti dari pihak 
Kepolisian, Polisi Militer, dan Sat Pol PP agar senantiasa 
membantu kami melakukan pengawasan terkait persoalan parkir 
dan juru parkir liar, dan sebagi tindakan tegas kami akan ambil dan 
kami akan melakukan pembinaan kepada mereka”. (Hasil 
wawancara langsung dengan Direktur umum PD. Parkir Makassar 
Raya Kota Makassar, Aryanto Dammar: 2015) 
Selanjutnya dari hasil wawancara langsung yang dilkukan oleh 
penulis dengan informan salah seorang anggota DPRD Kota Makassar 
yang mempunyai hak untuk mengawasi kinerja dari pada Perusahaan 
Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar selaku Pengelola. 
Berikut kutipan hasil wawancara langsung tersebut. 
“Kalau terkait masalah parkir liar yang berada tepat di depan Mall 
Panakukang itu  tugas dan tanggung jawab dari PD. Parkir, 
bagaimana mereka bisa menertibkan, inikan konteksnya kalau 
mereka kewalahan memang sudah biasa karena rata-rata lokasi 
seperti pasar, terminal, parkir, itu garis keras dan syarat akan 
premanisme maka dari itu perlu dimaklumi juga misalkan PD. 
Parkir, mereka memang sudah melakukan kewajiban tetapi 
terkadang memang tukang parkirnya kita tegur hari ini besok di 
ulang lagi, maka dari itu memang perlu PD. Parkir membuat 
kerjasama antara Pemerintah Kota dalam hal ini ada satpol pp ada 
kepolisian, lurah dan camat. Itu harus dilakukan koordinasi agar 
bisa membuat tim terpadu, supaya mereka dapat bekerja sama 
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memberantas preman-preman parkir disekitar wilayah perparkiran. 
Inilah tugas PD.Parkir bagaimana mereka dapat membuat action 
karena menurut mereka terjadi kendala dilapangan karena 
terkendala soal keamanan petugas yang menegur kemudian di 
gertak inilah menjadi masalah”. (Hasil wawancara langsung dengan 
H. Hasanuddin Leo, SE, M.Si, Ak (Anggota Komisi B DPRD Kota 
Makassar), 2015) 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas baik dari pihak 
Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya maupun dari pihak DPRD 
Kota Makassar yang mempunyai wewenang dalam hal pengawasan untuk 
Perusahaan Daerah (PD) Parkir itu benar. Benar disini artinya perlu ada 
kerjasama dengan pihak luar seperti Kepolisian, Sat Pol PP, Polisi Militer. 
Hal ini dilakukan untuk membuat suatu tim terpadu guna memberikan 
action kepada para preman-preman yang membelakagi para juru parkir 
yang ada di Kota Makassar. Fakta lain yang terjadi di Makassar yaitu 
preman-preman yang ada dibalik juru parkir tersebut buakan saja juru 
parkir liar tetapi ada juga di belakang para juru parkir resmi yang setiap 
harinya melakukan pemalakan terhadap para juru parkir. Dengan ada 
tindakan ini maka diharapkan adanya bentuk kerjasama dan menjalankan 
fungsi sosialnya, sehingga tujuan utama dari Perusaahaan Daerah (PD) 
Parkir Makassar Raya Kota Makassar yakni memberikan pelayanan dan 
fasilitas kepada pengguna parkir bisa merasakan kenyamanan dan aman 
agar suasana tersebut bisa tercipta. 
Dari penjelasan yang sedemikian panjang itulah, maka kita dapat 
melihat bahwa dalam melaksanakan kebijakan terkait peraturan tentang 
pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum di wilayah Kota Makassar 
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masih belum maksimal hal ini disebabkan karena juru parkir yang 
merupakan objek yang menjalankan peraturan yang telah di buat oleh 
pemerintah membuat para pembuat kebijakan dan sasarannya tidak 
berjalan efektif. Penulis mengatakan demikian karena apabila suatu 
kebijakan dipandang sebagai suatu sistem, maka kebijakan juga dapat 
dipandang sebagai proses. Dilihat dari proses kebijakan, Nugroho 
menyebutkan bahwa teori proses kebijakan paling klasik dikemukakan 
oleh David Easton. David Easton dalam Nugroho (2008: 383) menjelaskan 
bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem biologi. 
 Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara 
mahluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan 
kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam terminologi ini 
Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Kebijakan 
publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan 
hasil atau output dari sistem (politik). Seperti dipelajari dalam ilmu politik, 
sistem politik terdiri dari input, throughput, dan output yang pada akhirnya 
ada feedback atau umpan balik dari hasil kembali pada persoalan utama 






4.5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan 
Perparkiran Di Kota Makassar 
Kekurangan dan keberhasilan yang ditunjukkan oleh Perusahaan 
Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar sebagai leading sector 
dalam hal menjalanka atau melaksanakan kewenangannya sebagai 
pengelolah perparkiran di Kota Makassar sebagaimana yang dimuat 
dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar itu jelas ada hal 
yang mempengaruhinya. Maka dari itu, penulis membagi hal atau faktor 
tesebut menjadi dua yaitu faktor yang mendukung pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan 
Umum Dalam Daerah Kota Makassar dan faktor yang menghambat 
palaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar 
tersebut. 
4.5.1. Faktor Pendukung 
1. Komunikasi 
Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan 
sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas 
apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan 
dengan baik.  Maka dari itu dalam teorinya Ditransmisikan (atau 
dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Penyaluran 
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komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang 
baik pula. Transmisi Kebijakan kepada pemegang kewenangan saya rasa 
sudah tepat dikomunikasikan dengan adanya pembagian tugas antara 
pihak pengelola PD. Parkir Makassar Raya, kolektor dan jukir resmi PD. 
Parkir Makassar Raya dalam pemungutan jasa parkir sudah berjalan 
sesuai. Komunikasi yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir 
Makassar Raya dalam hal ini hubungan komunikasi antara pihak 
pengelola PD. Parkir, Kolektor dan juru parkir sudah terjalin dengan baik. 
Hal ini didukung oleh kejelasan arah penerimaan jasa retribusi hingga 
sampai ke pihak pengelola Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar 
Raya. 
2. Standar Operating Procedure (SOP) 
Salah satu aspek dari struktur birokrasi yang mendukung 
keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum 
di kota Makassar adalah adanya Standar Operating Prosedures (SOP) 
yang dijalankan oleh PD. Parkir dalam menjalankan tugasnya. 
Pengembangan yang dilaksanakan PD. Parkir yaitu pelaksanaan dan 
penerapan sistem manajemen mutu pada setiap unit kerja organisasi 
dengan kegiatan penyusunan SOP kerja pada setiap unit kerja dan 






4.5.2. Faktor Penghambat  
1. Sumber Daya manusia.  
Faktor selanjutnya yang mempangaruhi pelaksanaan kebijakan 
perparkiran di Kota Makassar  adalah faktor sumberdaya. Sementara 
kalau kita berbicara masalah sumberdaya, kita harus tahu komponen-
komponen apa yang terkait di dalamnya. Komponen sumberdaya itu 
meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan 
dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan 
sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan 
yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana 
yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat 
dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana 
prasarana.  
Dalam Implementasi suatu Program tentu saja diperlukan pelaksana 
guna mendukung terlaksananya program dengan baik. Tanpa adanya 
personil untuk melaksanakan program, maka kebijakan apapun tidak 
dapat berjalan dan hanya akan tinggal sebagai dokumen tanpa ada 
realisasinya. Penulis menunjukkan bahwa dari faktor sumberdaya, 
pelaksanaan dari pada pelaksanaan kebijakan perparkiran di Kota 
Makassar memang masih jauh dari keefektifan dan tuntutan dari pada 
maksud dan tujuan dari peraturan yang menyangkut tentang kebijakan 
perparkiran. Penulis menyatakan hal demikin karena hasil penelitian pada 
bagian menunjukkan bahwa Jumlah pegawai/kolektor yang bertugas 
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melaksanakan pemungutan jasa retribusi parkir di kawasan perparkiran 
kota Makassar berjumlah 17 orang kolektor, ini menunjukkan tidak 
seimbang dengan juru parkir yang berjumlah 1.352 orang.  
Seperti penuturan informan informan Ekha R Hakim (Wartawan 
Berita Kota, 28 Tahun) : 
“PD. Parkir itu dek punya 13 kolektor resmi, dimana 13 kolektornya 
itu melayani 18 wilayah perparkiran di Kota Makassar dari 13 
kolektor itu dia bagimi wilayahnya dimana tempatnya menagih, disini 
mi kita liat luasnya wilayah perparkiran di Kota Makassar kenapa 
Cuma ada 13 kolektor yang resmi”. (Wawancara pada tanggal 20 
Januari 2015).  
 
Dari penuturan informan ini di peroleh informasi bahwa uang setoran 
tidak diambil langsung oleh pihak Perusahaan Daerah Parkir tapi sudah 
ada 13 kolektor  dari 18 wilayah yang dikelola oleh Perusahaan Daerah 
Parkir yang bertugas untuk menagih setoran tiap harinya ke juru parkir. 
Jumlah kolektor pemungut jasa parkir yang tidak seimbang dengan luas 
wilayah perparkiran yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir. . 
Sehingga terjadi beberapa kendala dalam pemungutan retribusi parkir 
yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan 
perparkiran di Kota Makassar. 
Dari segi sarana dan prasana PD. Parkir Makassar Raya masih 
sangat minim ini terlihat dari jumlah mobil patroli yang di miliki PD. Parkir 
Makassar Raya yang hanya ada 1 Unit sementara wilayah parkir di Kota 
Makassar sangat luas, ini yang menjadi pertanyaan mampukah PD. Parkir 
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mengontrol seluruh wilayah parkirnya. Inilah salah satu faktor yang 
menjadi penghambat berjalan pelaksanaan perparkiran di Kota makassar.  
2. Disposisi/ Sikap ,  
Dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum 
di Kota Makassar, salah satu faktor yang paling berpangaruh dalam 
pelaksanaannya yakni faktor disposisi/ sikap. Menurut Edward III (1980: 
90) menjelaskan bahwa banyak kebijakan yang jatuh dalam zona 
ketidakpedulian (zone of indifference) karena orang-orang yang 
seharusnya melaksanakan perintah memiliki pandangan perbedaan 
pandangan/ketidaksetujuan dengan kebijakan.  
Dari sikap implementor yakni pengelola PD. Parkir Makassar Raya 
saya rasa dalam memberikan komitmen dalam pelaksanaan perparkiran 
di Kota Makassar ini belum berjalan maksimal dikarenakan semua pihak 
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya dan elemen-elemen 
masyarakat yang cenderung kurang peduli dengan adanya aturan menjadi 
faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan 
perparkiran di Kota Makassar. Kurangnya dukungan sangat 
mempengaruhui keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Contohnya di 
sekitar area Jl. Bolevard Kendaraan yang kini mengambil sebagian badan 
jalan ini merupakan cerminan bahwa  masyarakat dengan sikap yang 
memahami aturan pasti akan tau dimana akan memarkir kendaraannya 
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dan dimana area yang telah ditetapkan sebagai larangan parkir untuk 
tidak memarkir kendaraannya di tempat terlarang tersebut. 
 
3. Fragmentasi 
Dalam hal fragmentasi dalam Edward III dalam Winarno (2005:155) 
menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab 
suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga 
memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang 
diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang 
kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Dengan demikian 
secara fragmentasi pelaksanaan dari pada kebijakan perparkiran di Kota 
Makassar belum terlaksana secara efektif karena hubungan kerjasama 
antara pihak PD. Parkir Makassar Raya dengan Dinas Perhubungan Kota 
Makassar kurang berkoordinasi satu sama lain terlihat di Zona larangan 
parkir yang telah ditetapkan oleh dinas perhubungan yang jelas-jelas 
sudah ada rambu yang dipasang larangan parkir tetapi masih saja ada 
tukang parkir bekerja dalam zona tersebut contohnya di depan kantor 









KESIMPULAN DAN SARAN 
BAB IV telah menguraikan hasil penelitian dan pembahasan 
tentang implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di 
kota Makassar, selain itu dikemukakan beberapa faktor yang 
mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan 
umum di kota Makassar. Bab ini akan mengemukakan beberapa 
kesimpulan serta saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan judul 
implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota 
Makassar, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :  
1. Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya merupakan 
pelaksana kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum 
berdasarkan Peraturan Daerah kota Makassar No 17 tahun 2006. 
Pengelolaan parkir  tepi jalan umum terdiri dari penetapan tempat 
parkir yang terdiri dari titik atau tempat parkir, dimana dalam 
penentuan titik atau tempat parkir tepi jalan umum, PD. Parkir 
melakukan pendahuluan dengan menurunkan tim pengawas yang 
kemudian akan melakukan survei atau pengecekan terhadap 
daerah mana yang akan berpotensi untuk dijadikan titik atau tempat 
parkir. Dalam pembagian tempat   parkir yang mana para juru parkir 
tidak sembarang menempati tempat parkir, tempat bertugas untuk 
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para juru parkir sudah ditentukan oleh PD. Parkir Makassar Raya. 
Berdasarkan pengelompokan jenis kendaraan pengguna tempat 
dan jasa parkir, yang mana pengelompokan ini dilakukan oleh 
petugas juru parkir untuk memudakan kendaraan keluar masuk 
untuk ketertiban dan kerapian. Berdasarkan tanda atau garis 
tempat parkir, yang mana dalam pemasangan tanda atau garis 
tempat parkir dilakukan oleh dinas Perhubungan kota Makassar 
yang bekerjasama dengan PD. Parkir Pemasangan dan 
pemanfaatan fasilitas parkir ini menjadi tugas dari PD. Parkir 
bersama dinas perhubungan, seperti pemasangan tanda atau garis 
parkir dan marka jalan sebagai penunjang jalannya aktivitas 
perparkiran. Dalam penetapan jenis pungutan dan tarif jasa serta 
tata cara penagihannya, masih belum efektif karena juru parkir 
resmi tidak menertibkan dan menggunakan karcis dalam kegiatan 
perparkiran padahal para juru parkir itu telah memperoleh karcis 
dari kantor PD. Parkir. Adapun Larangan dan kewajiban, ini 
bertujuan agar para pengguna parkir mengetahui fungsi dari tempat 
parkir serta untuk dapat menjaga ketertiban tempat parkir agar tidak 
mengganggu arus kendaraan yang melintas. Kemudian pembinaan 
kepada pengguna tempat parkir dan juru parkir, dalam hal ini PD. 
Parkir yang bekerja sama dengan satuan polisi lalulintas (satlantas) 
polwil kota Makassar menggelar pelatihan untuk calon juru parkir. 
Pelatihan atau pembinaan bertujuan membekali juru parkir untuk 
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memperkecil tingkat kesemrawutan perparkiran. Kemudian dalam 
hal pengawasan Dirut. PD. Parkir turut langsung mengawasi 
jalannya proses perparkiran di Kota Makassar. Masih adanya 
kawasan parkir tidak resmi di kota Makassar yang tidak memiliki 
legalitas yang seyogyanya jika kawasan parkir tersebut terdaftar di 
PD. Parkir, maka akan menambah penerimaan retribusi parkir di 
kota Makassar.  
Namun disisi lain  target dan realisasi pendapatan Perusahaan 
Daerah (PD) Parkir Makassar Raya dalam hal mengelola parkir ini 
memberikan suatu gambaran bahwa pendapatan Perusahaan 
Daerah (PD) Parkir Makassar Raya dalam kurun waktu 10 tahun 
terakhir selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun. 
Gambaran tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam 
memberikan kontribusi sebesar-besarnya terhadap peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. berdasarkan 
panjelasan itulah kita sudah dapat melihat kekurangan dan 
keberhasilan yang dimiliki oelh Perusahaan Daerah (PD) Parkir 
Makassar Raya Kota Makassar selaku pengelolah dalam 
menjalankan kewenangan yang dimikinya terkait pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 




Hal ini membuktikan bahwa Implementasi Kebijakan 
Perparkiran di Kota Makassar belum berjalan secara efektif karena 
itu perlu adanya rasa tanggung jawab dan disiplin yang diterapkan 
oleh pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan perparkiran 
di Kota makassar sehingga kedepannya implementor dapat bekerja 
secara maksimal. 
2. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang termasuk dalam faktor 
pendukung yaitu: 
a. Faktor Pendukung 
1.Komunikasi, Implementasi yang efektif terjadi apabila para 
pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka 
kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat 
berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik.  Maka dari itu dalam 
teorinya Ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian 
personalia yang tepat. Penyaluran komunikasi yang baik akan 
dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Transmisi 
Kebijakan kepada pemegang kewenangan saya rasa sudah tepat 
dikomunkasikan dengan adanya pembagian tugas antara pihak 
pengelola PD. Parkir Makassar Raya, kolektor dan jukir resmi PD. 





2. Standar Operating Procedure (SOP) 
Standar Operating Prosedures (SOP) yang dijalankan oleh PD. 
Parkir dalam menjalankan tugasnya. Pengembangan yang 
dilaksanakan PD. Parkir yaitu pelaksanaan dan penerapan sistem 
manajemen mutu pada setiap unit kerja organisasi dengan kegiatan 
penyusunan SOP kerja pada setiap unit kerja dan monitoring dan 
evaluasi penerapan sistem manajemen mutu secara rutin dan 
konsisten. 
b. Faktor Penghambat 
1.  Sumber Daya 
Dalam Implementasi suatu Program tentu saja diperlukan 
pelaksana guna mendukung terlaksananya program dengan baik. 
Tanpa adanya personil untuk melaksanakan program, maka 
kebijakan apapun tidak dapat berjalan dan hanya akan tinggal 
sebagai dokumen tanpa ada realisasinya. Penulis menunjukkan 
bahwa dari faktor sumberdaya, pelaksanaan dari pada pelaksanaan 
kebijakan perparkiran di Kota Makassar memang masih jauh dari 
keefektifan dan tuntutan dari pada maksud dan tujuan dari 
peraturan yang menyangkut tentang kebijakan perparkiran. Penulis 
menyatakan hal demikin karena hasil penelitian pada bagian 
menunjukkan bahwa Jumlah pegawai/kolektor yang bertugas 
melaksanakan pemungutan jasa retribusi parkir di kawasan 
perparkiran kota Makassar berjumlah 17 orang kolektor, ini 
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menunjukkan tidak seimbang dengan juru parkir yang berjumlah 
1.352 orang.  
2.  Disposisi/Sikap 
 Dari sikap implementor yakni pengelola PD. Parkir Makassar Raya 
saya rasa dalam memberikan komitmen dalam pelaksanaan 
perparkiran di Kota Makassar ini belum berjalan maksimal 
dikarenakan semua pihak yang bertanggung jawab dalam 
pelaksanaannya dan elemen-elemen masyarakat yang cenderung 
kurang peduli dengan adanya aturan menjadi faktor penghambat 
dalam pelaksanaan implementasi kebijakan perparkiran di Kota 
Makassar. Kurangnya dukungan sangat mempengaruhui 
keberhasilan pelaksanaan kebijakan. 
3. Fragmentasi 
Fragmentasi dalam pelaksanaan dari pada kebijakan perparkiran di 
Kota Makassar belum terlaksana secara efektif karena hubungan 
kerjasama antara pihak PD. Parkir Makassar Raya dengan Dinas 
Perhubungan Kota Makassar kurang berkoordinasi satu sama lain 
terlihat di Zona larangan parkir yang telah ditetapkan oleh dinas 
perhubungan yang jelas-jelas sudah ada rambu yang dipasang 
larangan parkir tetapi masih saja ada tukang parkir bekerja dalam 





Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa 
saran sebagai berikut : 
1. Perlu diadakan pembenahan parkir tidak resmi secara intensif sehingga 
pengelolaan parkir tepi jalan umum lebih optimal. 
2. Melakukan kerjasama antara pihak swasta dibidang asuransi sehingga 
kedepannya pemerintah dapat bertanggung jawab atas kehilangan. 
3. Mengusulkan  tim terpadu yang terdiri dari PD. Parkir sendiri, Satpol 
PP, Kepolisian, Dinas Perhubungan, Camat dan Lurah setempat yang 
bisa bekerjasama dalam penanganan tukang parkir tidak resmi 
sehingga pengawasan di bidang perparkiran lebih efisien dan bisa 
membuat nyaman masyarakat. 
4. Pemasangan tanda atau garis tempat parkir diperbanyak lagi jumlahnya 
agar lebih memudahkan masyarakat pengguna parkir dalam 
perparkiran. 
5. Kuantitas sumber daya manusia dalam hal ini jumlah pegawai/kolektor 
yang bertugas melaksanakan pemungutan jasa retribusi parkir di 
kawasan perparkiran di kota Makassar perlu ditambah agar seimbang 
dengan juru parkir yang berjumlah 1.200 orang sehingga pemungutan 
jasa parkir berjalan efektif dan efisien.  
6. Kepada juru parkir resmi lebih ditekankan untuk mengefektifkan 




7. Sebaiknya diadakan kegiatan sosialisasi perparkiran agar masyarakat 
memahami kondisi perparkiran sehingga proses penggunaan karcis 
lebih diefektifkan dalam menunjang pelaksanaan perparkiran dan 
pemungutan retribusi parkir. 
8. Untuk masyarakat yang tidak mematuhi larangan parkir, sebaiknya 
pemerintah kota Makassar memberikan sanksi yang tegas dalam 
menangani hal tersebut. 
9. Pengelolaan parkir tepi jalan umum harus ditangani secara lebih 
komprehensif sehingga meningkatkan efektifitas dalam pemberian 
pelayanan perparkiran kepada masyarakat serta untuk lebih 
meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor jasa parkir. 
10.  Peraturan Daerah No.17 Tahun  2006 perlu dilakukan pengkajian 
ulang, khususnya point-point yang masih banyak mengalami 
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Rambu Parkir di sekitaran Jl. Bolevard 
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